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ABSTRAK 
 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan bahwa laki-laki pezina (laki-laki 
yang menyebabkan kelahiran anak) wajib dijatuhi hukuman ta’zir oleh pemerintah 
berupa pemenuhan kebutuhan hidup anak zina, di samping adanya hukuman had yang 
harus dijatuhkan. Sementara, dalam konsep hukum pidana Islam, belum ada penjelasan 
mengenai kewajiban pemerintah wajib menetapkan hukuman ta’zir bagi suatu 
perbuatan yang telah ada sanksi hukumnya, termasuk bagi pelaku zina. Terkait dengan 
hal tersebut, masalah yang ingin dianalisa dan diteliti adalah bagaimana konsep hukum 
pidana Islam (fiqh jinayat) tentang ketentuan penjatuhan ta’zīr bagi pezina, dan apa 
yang menjadi landasan pertimbangan hukum fatwa MUI No 11 Tahun 2012 yang 
membolehkan pemerintah menjatuhkan ta’zīr bagi lelaki pezina yang mengakibatkan 
lahirnya anak. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dalam tulisan ini digunakan 
jenis penelitian kepustakaan (Library Research) dan dilakukan dengan menggunakan 
metode deskriptif-analisis, yaitu menggambarkan permasalahan mengenai penambahan 
sanksi ta’zir bagi lelaki pezina dalam fatwa MUI, mulai dari landasan hukum serta 
pertimbangan-pertimbangan yang digunakan MUI. Kemudian, permasalah ini dianalisa 
berdasarkan konsep hukum pidana Islam. Hasil analisa penulis menunjukkan bahwa 
penjatuhan hukuman ta’zir dalam konsep hukum pidana Islam dapat ditetapkan 
terhadap pelaku zina, jika telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Seperti 
terdapat syubhat dalam pelakunya, perbuatannya, atau tempat (objeknya). Adapun 
landasan MPU dalam menetapkan hukuman ta’zir bagi pelaku zina yaitu merujuk pada 
beberapa makna umum dari kaidah fiqhiyyah yang menyatakan pemerintah memiliki 
wewenang dalam menetapkan kebijakan dan kebijakan tersebut ditetapkan dengan 
pertimbangan kemaslahatan. MUI membolehkan pemerintah menetapkan hukuman 
ta’zir terhadap laki-laki pezina semata-mata atas dasar petimbangan kemaslahatan anak, 
melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran. Untuk itu, penulis 
menyarankan bahwa sebaiknya materi hukum yang dimuat dalam fatwa tersebut 
diregulasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, sehingga ketentuan tersebut 
mengikat pemerintah dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap anak zina. 
Kemudian, penjatuhan hukuman tersebut harus didasari atas motifasi menjaga 
kemaslahatan dan perlindungan terhadap anak. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Islam adalah agama yang dasar-dasar hukumnya bersumber dari Alquran 
dan Hadiś, sehingga dalam pelaksanaan hukumnya, Islam sangat menjunjung 
tinggi nilai-nilai keadilan. Hukum Islam pada prinsipnya mengacu pada ketentuan 
yang terdapat dalam kedua nash tersebut, dan akal dijadikan sebagai alat dalam 
pemecahan hukum-hukumnya. Hukum Islam tersebut meliputi berbagai bidang, di 
antaranya bidang munakahat, muamalah, serta bidang jinayat. Istilah yang terakhir 
disebutkan menjadi fokus utama permasalahan dalam tulisan ini. 
Jinayat merupakan hukum yang memuat aturan-aturan mengenai 
perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam jarimah hudud 
maupun jarimah ta’zīr. Istilah jarimah hudud sebagaimana disebutkan oleh 
Muhammad Daud Ali yaitu suatu perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk 
dan batasan hukumnya dalam Alquran maupun Hadiś  Nabi Muhammad SAW. 
sedangkan jarimah ta’zīr yaitu suatu perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman 
hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya.
1
 Artinya 
bentuk dan ancaman hukumnya belum ada dalam kedua nash tersebut. 
Dalam teori hukum pidana Islam, dinyatakan bahwa jika seseorang telah 
positif melakukan tindak pidana hudud (jarimah hudud) serta telah cukup bukti 
dan syarat untuk dijatuhi hukuman had maka pelaku akan diancam dengan 
hukuman yang terdapat dalam kedua sumber hukum seperti yang telah disebutkan. 
                                                 
1
Muhammad Daud Ali, Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam 
di Indonesia, cet. 16, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 57. 
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Khusus dalam tindak pidana atau jarimah zina, ketentuan hadnya telah ditetapkan 
dalam firman Allah SWT surat an-Nur. 
                              
                           
    
(رونلا:٢) 
Artinya:“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-
tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas 
kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama 
Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah 
(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-
orang yang beriman”. (QS. An-Nur: 2) 
 
Di Indonesia permasalahan pelaku zina dan akibat hukum bagi anak yang 
dihasilkan menjadi kajian dan mendapat perhatian yang serius. Terkait dengan hal 
tersebut, pada Tahun 2012 Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan 
fatwa mengenai kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya. Fatwa ini 
pada dasarnya merupakan jawaban sekaligus sebagai respon dari keresahan dan 
pertanyaan masyarakat terkait hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang 
diputuskan  pada dua tahun sebelum fatwa tersebut dikeluarkan.  
Putusan Mahkamah Konstitusi ini pada intinya menguji Undang-Undang 
perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar khususnya pada Pasal 43. Hasil 
putusan tersebut menetapkan bahwa anak  zina memiliki hubungan perdata 
dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki yang menyebabkan 
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kelahirannya (ayah biologis).
2
 Oleh karena itu jika ditelaah lebih lanjut, putusan 
tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Dalam hal ini MUI 
menfatwakan bahwa anak tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, 
kemudian ditetapkan juga bahwa pelaku zina dikenakan hukuman had oleh pihak 
yang berwenang untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah. Sedangkan pada 
point berikutnya dinyatakan bahwa pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman 
ta’zīr pada lelaki pezina yang mengakibatkan kelahiran anak dengan berkewajiban 
memenuhi kebutuhan hidup anak serta berkewajiban memberikan harta melalui 
jalan wasiat wajibah setelah lelaki pezina itu meninggal dunia. 
Dari isi putusan fatwa tersebut dapat dipahami bahwa pelaku zina (ayah 
biologis dari anak hasil zina), mendapat dua ancaman hukuman. Yaitu hukuman 
hudud dan hukuman ta’zīr dengan kewajiban memenuhi kebutuhan anak. Jika 
dikaji lebih lanjut, terdapat perbedaan mendasar antara produk hukum yang 
dikeluarkan MUI dengan teori hukum yang ditetapkan oleh para ulama klasik dan 
kontemporer dalam kitab-kitab fiqh mereka. Fatwa ini akan menimbulkan 
persoalan di mana dalam konsep pemidanaan (penjatuhan sanksi/hukuman), bagi 
tiap-tiap pelaku jarimah hudud tidak dapat dibebani ancaman hukuman lain 
seperti hukuman ta’zīr dalam fatwa MUI. Selain itu, penambahan hukuman ta’zīr 
tidak dapat diberikan pada pelaku zina, karena hukuman bagi pelaku zina telah 
ditetapkan dalam nash baik di dalam Alquran maupun Hadiś. Oleh karena itu, hal 
ini menjadi permasalahan dan perlu dikaji lebih lanjut. Terkait dengan itu, Penulis 
                                                 
2
Taufiqurrahman Syahuri, Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia; Pro-Kontra 
Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Kencana Prenada Media 
Group, 2013), hlm. 198. 
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ingin menganalisis persoalan ini dengan judul: Penambahan Jarimah Ta’zīr Bagi 
Lelaki Pezina(Analisis Fatwa MUI No 11 Tahun 2012). 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang permasalahan di atas, penulis membuat rumusan 
masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana konsep hukum pidana Islam (fiqh jinayat) tentang ketentuan 
penambahan hukuman ta’zīr bagi lelaki pezina yang menyebabkan kelahiran 
anak? 
2. Apa yang menjadi landasan pertimbangan hukum fatwa MUI No 11 Tahun 
2012 tentang penambahan hukuman ta’zīr bagi lelaki pezina yang 
mengakibatkan lahirnya anak? 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Setiap penelitian memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai, begitu juga 
dengan penelitian ini. Adapun tujuan yang ingin penulis capai dari skripsi ini 
adalah: 
1. Untuk mengetahui konsep hukum pidana Islam (fiqh jinayat) tentang ketentuan 
penambahan hukuman ta’zīr bagi pezina yang menyebabkan kelahiran anak. 
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi landasan pertimbangan hukum fatwa 
MUI No 11 Tahun 2012 tentang penambahan hukuman ta’zīr bagi lelaki 
pezina yang mengakibatkan lahirnya anak. 
 
1.4.  Penjelasan Istilah 
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Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami 
istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis 
menjelaskan istilah-istilah tersebut. Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan 
dalam judul skripsi adalah sebagai berikut: 
1. Penambahan 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penambahan secara bahasa 
diambil dari kata tambah, diartikan sebagai “proses, cara, perbuatan 
menambahkan”. Sedangkan menurut istilah penambahan dalam maksud jarimah 
ta’zīr disini yaitu proses atau cara untuk menetapkan suatu hukuman bagi 
seseorang disamping hukuman yang telah ada.  
2. Jarimah ta’zīr 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jarimah adalah tindak 
kejahatan atau kejahatan yang dilarang oleh syariat. Sedangkan ta’zīr adalah 
hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat 
dalam Alquran maupun Hadiś. Ta’zīr dimaksudkan untuk mendidik dan 
memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnya kemudian 
meninggalkan dan menghentikannya. Jadi menurut istilah jarimah ta’zīr adalah 
hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum 
ditetapkan oleh syara’ dan hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau 
jinayah yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kafarat.
.3 
3. Lelaki pezina 
                                                 
3
Wahbah Zuhaily, Fiqh Islam Waadillatuhu; penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani 
dkk, (juz VI, Jakarta: Gema Insani, 1989), hlm. 197. 
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Lelaki pezina Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seorang 
lelaki yang bersenggama dengan seorang perempuan yang tidak terikat 
pernikahan. Jadi menurut istilah lelaki pezina yang dimaksud dalam judul skripsi 
ini adalah lelaki yang melakukan hubungan suami-istri di luar ikatan hubungan 
pernikahan dan melahirkan anak dari hubungan di luar nikah dengan perempuan 
yang melakukan hubungan zina tersebut. 
1.5.  Kajian Pustaka 
Kajian pustaka dimaksudkan untuk melihat sejauh mana tulisan-tulisan 
yang ada mempunyai persamaan yang justru bisa dijadikan sumber data dalam 
penulisan skripsi ini, di samping untuk melihat perbedaan-perbedaan mendasar 
mengenai perspektif yang digunakan. Selain itu, dimaksudkan untuk memberikan 
informasi mengenai tulisan yang ada, sehingga dapat menghindari plagiasi isi 
secara keseluruhan. 
Sejauh ini, terdapat beberapa karya tulis yang mengkaji secara intens 
terkait permasalahan anak yang lahir akibat hubungan zina. Tetapi tidak dalam 
bentuk studi analisis fatwa MUI. Walaupun ada beberapa tulisan yang 
menganalisis status hak anak luar nikah, seperti dalam skripsi Imanuddin, yang 
berjudul; “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Hak Waris Anak Luar 
Nikah di Kluet Timur Aceh Selatan”.4 Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai 
kewarisan anak luar nikah dalam Islam, pengertian anak luar nikah, status 
keperdataan anak luar nikah menurut Islam serta pendapat ulama tentang hak 
                                                 
4
Imanuddin, Tinjauanhukum Islam Terhadap Penentuan Hak Waris Anak Luar Nikah di 
Kluet Timur Aceh Selatan, (skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah UIN Ar-Raniry 
Banda Aceh, hlm. 15. 
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waris anak luar nikah. Selain itu juga dijelaskan tentang kewarisan anak luar nikah 
pada masyarakat Kluet Timur. 
Kemudian dalam skripsi Hendri, yang berjudul; “Perlindungan Hukum 
Terhadap Anak di Luar Nikah dan Kaitannya Terhadap Kewarisan, (Analisa 
Terhadap Putusan MK No. 46/PUU-IX/2010)”.5 Dalam skripsi ini dijelaskan 
mengenai alasan Mahkamah Konstitusi memutus dan menetapkan keperdataan 
anak luar nikah dengan ayah biologisnya. Selain itu dijelaskan pula mengenai 
perlindungan hukum bagi anak luar nikah terkait pemenuhan haknya dalam 
persoalan nafkah, perwalian serta warisan. 
Kemudian dalam skripsi Farid Ahkram yang berjudul; “Istilhaq Anak Di 
Luar Nikah; Kajian Pemikiran Ibnu Taimiyah)”.6 Di dalamnya dijelaskan bahwa 
nasab anak di luar nikah hanya kepada ibu dan keluarga ibunya, pendapat ini 
menjadi kesepakatan hukum para ulama dengan mengingat adanya Hadiś yang 
mengaturnya. Selain itu juga dijelaskan mengenai pendapat ibnu Taimiyah berikut 
argumentasinya mengenai tata cara istilhaq (pengakuan seorang lelaki terhadap 
seorang anak sebagai anaknya). 
Kemudian dalam skripsi Yusniar yang berjudul; “Kepastian Hukum 
Terhadap Anak Yang Lahir dari Perkawinan Sirri; Analisis Fatwa MPU Aceh No. 
1 Tahun 2010”.7 Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai status nashab anak yang 
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Hendri, Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Luar Nikah dan Kaitannya Terhadap 
Kewarisan; Analisa Terhadap Putusan MK No. 46/PUU-IX/2010, (Skripsi yang tidak 
dipublikasikan). Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, hlm. 31. 
6
Farid Ahkram, Istilhaq Anak Di Luar Nikah; Kajian Pemikiran Ibnu Taimiyah, (Sripsi 
yang tidak dipublikasikan). Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, hlm. 23. 
7
Yusniar, Kepastian Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sirri; 
Analisis Fatwa MPU Aceh No. 1 Tahun 2010, (Skripsi yang tidak dipublikasikan). Fakultas 
Syari’ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, hlm. 45. 
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dilahirkan akibat nikah sirri serta efek negatif bagi anak dilihat dari kedudukan 
negara hukum. 
1.6.  Metode Penelitian 
Pada dasarnya, dalam setiap pembuatan karya ilmiah, data yang lengkap 
dan objektif sangat diperlukan. Hal ini tentunya harus sesuai dengan metode yang 
digunakan dalam penelitian ini nantinya. Adapun jenis penelitian yang penulis 
gunakan adalah Library Research, yaitu dengan mengkaji sumber-sumber tertulis 
dari berbagai rujukan seperti buku-buku, skripsi, artikel serta Undang-Undang dan 
rujukan lain yang berkaitan dengan pembahasan ini, dengan menganalisis fatwa 
MUI terkait dengan salah satu point putusan fatwa tentang pemberian sanksi ta’zīr 
bagi lelaki pezina. Dalam tulisan ini, penulis hanya menfokuskan permasalahan 
pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pemberian sanksi ta’zīr bagi lelaki 
pezina. 
1.2.1. Teknik Pengumpulan Data 
Mengingat penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan yang 
mengambil rujukan dari sumber data sekunder, maka data-data yang diperlukan 
adalah tulisan-tulisan terkait objek penelitian yang penulis kaji. Dalam hal ini, 
peneliti menggunakan tiga bahan hukum, yaitu: 
1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang bersifat autoritatif (otoritas), yang 
dalam hal ini memuat beberapa rujukan utama yaitu Alquran dan al-Hadiś serta 
Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan 
Perlakuan Terhadapnya. 
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2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi keterangan dan 
penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku fiqh, contohnya 
buku Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia, karangan Taufiqurrahman 
Syahuri. Dalam buku tersebut dijelaskan mengenai kedudukan anak hasil zina 
pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan Undang-Undang 
Perkawinan yang tidak memberikan hak keperdataan anak zina dari ayahnya. 
Kemudian dalam buku Fiqh Islam Waadillatuhu, karangan Wahbah Zuhaili, 
dalam buku tersebut dijelaskan mengenai konsep ta’zīr serta buku Mahmud 
Munajad Buku Hukum Pidana Islam di Indonesia. Selain buku-buku fikih, juga 
Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kedudukan anak zina, 
seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan data-data 
lain yang berkaitan dengan objek penelitian ini. 
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang 
meliputi kamus, ensiklopedi serta bahan dari internet yang berkaitan juga 
dengan objek masalah yang penulis kaji. 
1.2.2. Analisa Data 
Penelitian normatif menggunakan bahan-bahan dari kepustakaan. Bahan-
bahan kepustakaan merupakan sumber utama dalam jenis penelitian ini. Dalam 
menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif. Dalam hal ini, penulis 
mengkaji masalah dengan menggunakan cara deskriptif-analisis. Artinya, penulis 
berusaha menguraikan konsep masalah yang penulis kaji, kemudian penulis 
berusaha menjelaskan dan menggambarkan akar permasalahan terkait penelitian 
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yang penulis lakukan yang kemudian masalah tersebut dicoba untuk dianalisis 
menurut hukum Islam terhadap bagaimana cara penyelesaiannya.  
Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku Pedoman 
Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan 
Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014. Sedangkan 
terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari Alquran dan Terjemahannya yang 
diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2007. 
 
1.7. Sistematika Pembahasan 
Skripsi ini dibahas dan disusun dalam empat bab yang masing-masing 
bab terdiri dari sub bab sebagaimana di bawah ini. 
Bab pertama merupakan pendahuluan.Yang terdiri dari latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, 
metode penelitian, sistematika pembahasan. 
Bab kedua membahas tentang pengertian jarimah ta’zīr, dasar hukum 
jarimah ta’zīr, macam-macam jarimah ta’zīr, pendapat ulama tentang 
penambahan hukuman ta’zīr, serta jarimah-jarimah yang dapat dikenakan had. 
Bab tiga merupakan pembahasan yang berisi tentang penambahan 
jarimah ta’zīr bagi lelaki pezina (analisis fatwa MUI No 11 Tahun 2012), profil 
Majelis Ulama Indonesia,  isi fatwa MUI tentang penambahan jarimah, tinjauan 
fiqih jinayah terhadap fatwa MUI mengenai penambahan jarimah bagi lelaki 
pezina, metodologi istimbat hukum MUI terhadap penambahan jarimah ta’zīr bagi 
lelaki pezina, analisis terhadap fatwa MUI. 
11 
 
Bab keempat merupakan bab penutup. Dalam bab terakhir dirumuskan 
beberapa kesimpulan dan diajukan saran-saran dengan harapan dapat bermanfaat 
bagi semua pihak. 
11 
BAB II 
KONSEP JARIMAH TA’ZĪR  
DALAM HUKUM PIDANA ISLAM 
 
 
2.1. Pengertian Jarimah Ta’zīr 
Dalam sub bab ini, akan dijelaskan pengertian jarimah ta‟zīr, baik dilihat 
dari sudut pandang makna kebahasaan atau etimologi, maupun secara istilah atau 
terminologi. Secara bahasa, kata jarimah merupakan nama lain dari jināyah, yang 
mempunyai arti sebagai larangan-larangan syara‟ yang diancam dengan hukuman 
ḥad, qişaş, atau ta‟zir. Kata “al-jināyāt” ialah kata jamak atau plural dari “al-
jināyah” dan berasal dari kata janā-yajnī-jināyātan, berarti petik. Dalam istilah 
ilmu fikih, atau pengertian syara‟ ialah tiap pekerjaan yang haram, karena 
membahayakan atas agama Islam, nyawa manusia, akal, sifat baik, dan hartanya.
8
 
Jarīmah juga berarti delik atau tindak pidana, atau perbuatan yang 
dilarang oleh syara‟ dan pelakunya diancam dengan suatu hukuman ḥad (bentuk 
tertentu) atau ta‟zir (pelanggaran yang jenis dan bentuk hukumannya 
didelegasikan syara‟ kepada hakim/penguasa). Larangan syara‟ berarti bahwa 
melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan  perbuatan yang telah 
diperintahkan, dan kedua-duanya diancam dengan suatu hukuman.
9
 Dari 
pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa istilah jarīmah atau jināyat merupakan 
arti dari padanan kata “tindak pidana”, yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh 
Allah berupa kejahatan dan pelangaran atas fisik atau jiwa, dan pelakunya 
                                                 
8
Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulūgh al-Marām min Adillāh al-Ahkām, ed. In, Bulughul 
Maram, (terj: Kahar Masyhur), jilid 2, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 154. 
9
Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 4, (Jakarta: PT Ichiar Baru Van 
Hoave, 2003), hlm. 806. 
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dikenakan sanksi („uqubat/hukuman), baik hukuman yang dijatuhkan berupa 
hudūd (hukuman ḥad), maupun sanski ta‟zir, sesuai dengan bentuk kejahatan 
yang dilakukan pelaku.  
Menurut Abdul Qadir Audah, secara bahasa Jinayah merupakan suatu 
hasil perbuatan buruk yang dilakukan seseorang. Sedangkan menurut istilah, 
jinayat ialah suatu perbuatan yang dilarang oleh syarak baik perbuatan itu 
mengenai jiwa, harta maupun yang lainnya.
10
 Menurut Djazuli, istilah  jinayah 
mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Perkataan jinayah berarti perbuatan-
perbuatan yang menurut syara‟ dilarang. Sejalan dengan hal itu, perbuatan-
perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan jinayah mengacu pada 
perbuatan yang dapat mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, 
pembunuhan dan sebagainya.
11
 
Sedangkan kata ta‟zīr, di ambil dari kata bahasa Arab, yaitu dari kata 
„azara yang berarti man‟u wa raddū (mencegah dan menolak). Ta‟zīr dapat 
berarti addaba (mendidik) atau azhamu wa waqra yang bermakna mengagungkan 
dan menghormati.
12
 Dari ketiga makna seperti telah disebutkan, menurut Mahrus 
Munajat yang paling tepat makna ta‟zīr sebagai bagian dari sebuah hukuman 
adalah al-man‟u wa raddū, yaitu mencegah dan menolak, dan yang kedua adalah 
sebagai ta‟dib atau mendidik.13 Begitu juga seperti yang dinyatakan oleh Abdul 
Qadir Audah, dimana kata ta‟zīr menurut bahasa mengandung arti mencegah, 
                                                 
10
Abdul Qadir Audah, Al-Tasyrī‟ Al-Jinā‟ī Al-Islāmī Muqāranan Bil Al-Qānūn Al-
Waḍ‟ī (Terj; Tim Thalisah), jilid I, (Bogor: Kharisma Ilmu, tt), hlm. 88. 
11
H.A. Djazuli, Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam…,hlm. 1. 
12
Ibrahim Unais, al-Mu‟jām al-Waṣīṭ, dalam Mahrus Munajat, Hukum Pidana Islam di 
Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 177. 
13
Mahrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia…, hlm. 177. 
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menolak serta mendidik.
14
 Selain itu ta‟zir secara harfiah juga dapat diartikan 
sebagai menghinakan pelaku kriminal karena tindak pidananya yang 
memalukan.
15
 
Menurut Istilah atau terminologi, terdapat beragam rumusan. Di 
antaranya seperti yang dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili. Dinyatakan bahwa ta‟zīr 
sebagai bentuk pencegahan dan menolak suatu perbuatan pidana, karena ia dapat 
mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatan ta‟zīr-nya. Ta‟zir diartikan 
sebagai bentuk pendidikan, dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki 
pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnya, kemudian meninggalkan dan 
menghentikannya.
16
 
Jarimah ta‟zīr menurut hukum pidana Islam adalah tindakan yang berupa 
edukatif (pengajaran) terḥadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi ḥad 
dan kifaratnya. Dengan kata lain, jarimah ta‟zīr adalah hukuman yang bersifat 
edukatif dan hukumannya ditentukan oleh hakim, atau pelaku tindak pidana atau 
pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syariat.
17
 
Jarimah ta‟zīr menurut Abdul Qadir Audah yaitu suatu tindak pidana yang 
diancamkan dengan satu atau beberapa hukuman ta‟zīr. Hukum Islam tidak 
menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap tindak pidana ta‟zīr, tetapi 
hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang 
                                                 
14
Abdul Qadir Audah, At-Tasyrī‟ al-Jinā‟ī al-Islāmi Muqarranan bil Qanūnil Wad‟iy, 
ed. In, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (terj; Tim Tsalisah), jilid I, (Bogor: Kharisma ilmu, 
2007), hlm. 99. 
15
Abdur Rahman I.Doi, Tindak Pidana Dalam Syariat Islam (Jakarta: PT. Putra Melton, 
1992). Hlm. 14. 
16
Wahbah Zuhaili, al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu, ed. In, Fiqih Islam wa Adillatuhu, 
(terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 8, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 208. 
17
Rokhmadi, Reformasi Hukum Pidana Islam, (Semarang: Rasail Media Group, 2009), 
hlm. 66. 
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paling berat. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-
hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana ta‟zīr serta keadaan 
sipelaku.
18
  
Said Hawwa menyatakan bahwa jarimah atau hukuman ta‟zīr merupakan 
sejumlah hukuman yang tidak ditetapkan kadarnya, mulai dari nasehat, peringatan 
sampai pada hukuman yang lebih keras seperti penjara dan dera, bahkan 
terkadang sampai kepada hukuman mati dalam kejahatan yang sangat berbahaya. 
Penetapannya diserahkan kepada hakim untuk memilih hukuman yang cocok 
untuk kejahatan, keadaan atau kondisi pelaku dan segala hal yang 
mendahuluinya.
19
 Dari beberapa penjelasan di atas dapat dipahami bahwa 
hukuman ta‟zīr tidak mempunyai batas-batas hukuman tertentu, karena syara‟ 
hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang seringan-ringannya 
sampai yang seberat-bertanya. Dengan kata lain, hakim yang berhak menentukan 
macam tindak pidana beserta hukumannya, karena hukumannya belum ditentukan 
oleh syara‟. 
 
2.2. Dasar Hukum Jarimah Ta’zīr 
 
Keberadaan jarimah ta‟zīr dalam Islam telah diakui, serta dapat 
diterapkan terḥadap perbuatan-perbuatan tertentu, yang intinya perbuatan tersebut 
belum ada ketetapan sanksi hukumnya dalam naṣ. Pada jarimah ta‟zīr, Alquran 
dan Hadiś tidak menerangkan secara rinci, baik dari segi bentuk jarimah, maupun 
                                                 
18
Abdul Qadir Audah, At-Tasyrī‟ al-Jinā‟i al-Islāmi Muqarranan bil Qanūnil Wad‟iy, 
ed. In, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (terj; Tim Tsalisah), jilid I, (Bogor: Kharisma ilmu, 
2007), hlm. 99. 
19
Said Hawwa, al-Islām, ed. In, al-Islam, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: 
Gema Insani, 2004), hlm. 726. 
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hukumannya.
20
 Dasar hukum disyari‟atkannya sanksi bagi pelaku jarimah ta‟zīr 
adalah at-ta‟zīr yadurrū ma‟ā maṣlāḥāh, artinya bahwa hukuman ta‟zīr 
didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu pada prinsip 
keadilan dalam masyarakat.
21
 
Landasan penentuan hukuman ta‟zīr adalah atas dasar adanya ijma‟ 
ulama (konsensus) berkaitan dengan hak negara muslim untuk melakukan 
kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang 
menyebabkan kerugian/kerusakan fisik, sosial, politik, finansial, atau moral bagi 
individu atau masyarakat secara keseluruhan.
22
 
Namun demikian, terdapat pula landasan hukum penambahan hukuman 
ta‟zīr dalam Alquran dan Hadiś, yang hal ini secara tersirat telah dimuat di dalam 
beberapa ayat. Menurut Syarbini Khatib,
23
 bahwa ayat Alquran yang dijadikan 
landasan adanya jarimah ta‟zīr adalah Alquran surat al-Fath ayat 8-9 sebagai 
berikut: 
                           
                ( حتفلا: ٨-٩)  
Artinya: “Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita 
gembira dan pemberi peringatan. Supaya kamu sekalian beriman kepada 
                                                 
20
Mahrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia…, hlm. 182. 
21
Mahrus Munajat, Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam, dimuat dalam 
Mahrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia…, hlm. 182. 
22
Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari‟at dalam 
Wacana dan Agenda, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 23. 
23
Syarbini al-Khatib, Mughni al-Muhtaj, dimuat dalam Mahrus Munajat, Hukum Pidana 
Islam di Indonesia…, hlm. 182. 
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Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. dan 
bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang. (QS. Al-Fath: 8-9). 
Dari ayat di atas, A. Hasan menerjemahkan wa tu‟azzirūhu dengan “dan 
supaya kamu teguhkan (agamanya)”. Untuk mencapai tujuan meneguhkan agama 
tersebut, satu di antaranya adalah dengan mencegah musuh-musuh Allah.
24
 
Sedangkan menurut Imam Syafi‟i, sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili 
dalam kitab al-Fiqhu asy-Syāfi‟ī al-Muyassar,25 bahwa pensyari‟atan hukuman 
ta‟zīr dalam hukum Islam merujuk pada ketentuan Alquran surat al-Nisa‟ ayat 34 
sebagi berikut: 
…                 
                      
      (  ءاسنلا :۳٤) 
Artinya: “… dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka 
nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan 
pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah 
kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah 
Maha Tinggi lagi Maha besar”. (QS. An-Nisa‟: 34). 
Kaitannya dengan penambahan jarimah ta‟zīr, ayat di atas mengandung 
pengertian bahwa oleh karena Allah SWT mengizinkan memukul ketika para 
wanita meninggalkan kewajibannya, maka hal ini mengingatkan tentang adanya 
ta‟zīr.  
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Mahrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia…, hlm. 183. 
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Wahbah Zuhaili, al-Fiqhu asy-Syāfi‟ī al-Muyassar,ed. In, Fiqih Imam Syafi‟i; 
Mengupas Masalah Fiqhiyyah Berdasarkan Alquran dan a-Hadiś, (ter: Muhammad Afifi & Abdul 
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Sedangkan dasar hukum penambahan jarimah ta‟zīr dalam Hadiś yaitu 
sebagai berikut:  
1. Ḥadiṡ yang diriwayatkan oleh Bahz bin Hakim: 
 نِ بْ   نِ بْ  بَ   بْ     رٍ   بْ     بْ     
نِ
 اا  مُ بْلا  مُ بْ ا ا ن بَث َّد ح  يُّ
نِدبْننِ بْلا  رٍد نِ     مُ بْ   يُّ
نِ    ا ن بَث َّد ح 
 رٍ   بْ مُبَ  نِ لًا مُ  ا     ح  َّ       
نِ بْ      مُ َّ لا ىَّ  ص َّ نَِّنلا َّ   نِ دِّد   بْ    نِ  نِ   بْ     رٍ  نِ  ح 
 ق   لا)   ا ا) . مُ بْن   ىَّ  خ   َّمُ  
Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ali bin Sa'id Al Kindi, telah 
menceritakan kepada kami Ibnu Al Mubrarak dari Ma'mar dari Bahz bin 
Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah menahan seseorang karena suatu tuduhan lalu 
melepasnya”. (HR. Baihaqi).26 
2. Hadiś yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah: 
 بْ     رٍ نِ    مُ بْ   مُااَّ    ا ن بَث َّد ح  رٍااَّ     مُ بْ   مُي 
نِ  بْ نِ  ا ن بَث َّد ح  رٍااَّ     مُ بْ   مُاا  
نِ  ا ن بَث  َّد ح 
ىَّ  ص   نَِّ لا  مُو مُ  ا   وا     وا       بْبَ  مُ   نِ   بْ              نِ   بْ      رٍ
نِ    نِ   نِ بْ    بْ   
 ق   لا)   ا ا) .  رٍاا  بْ    نِ         بْ  بَ  ا مُادِّ   مُبَ       َّ       نِ بْ       مُ َّ لا 
Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar, telah 
menceritakan kepada kami Isma'il bin Ayyasy, telah menceritakan 
kepada kami Abbad bin Katsir dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu 
Salamah dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam Bersabda: "Janganlah kalian menta'zir (memberi sanksi) di 
atas sepuluh cambukan.” (HR. Baihaqi).27 
Secara umum, Hadiś tersebut menjelaskan tentang eksistensi ta‟zīr dalam 
syari‟at Islam. Hadiś di atas menerangkan tentang tindakan Nabi yang menahan 
                                                 
26Abu Bakar Ahmad bin Husain bin „Ali Al-Baihaqi, Sunan Al-Kubra, jilid 8, (Bairut: 
Dar Al-Kutub Al-„Ulumiyyah, 1994), hlm. 380 
27
Abu Bakar Ahmad bin Husain bin „Ali Al-Baihaqi, Sunan Al-Kubra…, hlm. 383 
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seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Penahanan tersebut bagian dari 
hukuman ta‟zīr.  
Sedangkan dalam tindakan sahabat yang dapat dijadikan landasan 
hukuman ta‟zīr adalah tindakan Umar ibn Khattab ketika ia melihat seseorang 
yang melentangkan seekor kambing untuk disembelih, kemudian Umar memukul 
orang tersebut dengan cemeti dan menyuruh untuk mengasah pisau terlebih 
dahulu.
28
 
Dalam penetapan hukuman ta‟zīr, landasan yang dapat dijadikan 
pijakannya juga berdasarkan kemaslahatan. Saleh Fauzan menyatakan bahwa 
hukuman ta‟zīr diberikan kepada jenis kejahatan maksiat yang belum ditetapkan 
hukumnya di dalam syariah. Akan tetapi, yang dimaksud di sini adalah semua 
bentuk perbuatan yang diharamkan. Semua ḥudūd Allah adalah haram, maka 
pelakunya harus dita‟zīr sesuai dengan kadar pertimbangan maslahat dan 
kemaksiatan yang dilakukannya.
29
 Dari beberapa penjelasan tersebut, dapat 
dipahami bahwa sumber utama penerapan hukuman ta‟zīr adalah dua sumber 
pokok hukum Islam, yaitu berdasarkan Alquran dan Hadiś Rasulullah. Di samping 
itu, dilandasi atas tindakan para sahabat, berikut ijma‟ atau konsensus para ulama 
fikih (fuqaha) mengenai adanya kewenangan pemerintah atau ulil amri dalam 
menetapkan hukum atas suatu perbuatan kejahatan dan pelanggaran. 
 
 
                                                 
28
Mahrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia…, hlm. 185. 
29
Saleh al-fauzan, Al-Mulakhkhasul Fiqh, ed. In, Ringkasan Fikih Lengkap, (terj; 
Asmuni) ,(Jakarta: Gema Insani, 2005), 847. 
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2.3. Macam-Macam Jarimah Ta’zīr 
 
Sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Mawardi bahwa ta‟zir merupakan 
hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti 
sebagaimana hukuman ḥad. Dimana hukuman ta‟zīr  yang diberikan kepada 
pelaku pelanggaran ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kasus dan 
pelakunya. Dari satu sisi, hukuman ini sama seperti hukuman ḥad, dalam arti 
bahwa tindakan yang dilakukan adalah untuk memperbaiki perilaku manusia, dan 
untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama seperti 
itu.
30
 Dalam hal ini, jarimah ta‟zīr tidak dijelaskan tentang macam-macam atau 
bentuk dan sanksinya dalam naṣ, melainkan hak ulil amri dan hakim dalam setiap 
ketetapannya. Dengan demikian, jarimah ta‟zīr dapat berupa perbuatan yang 
menyinggung hak Allah atau hak individu.
31
 
Jarimah ta‟zīr ini adakalanya berbentuk perbuatan maksiat, atau 
pelanggaran yang dapat membahayakan kepentingan umum.
32
 Terkait dengan 
macam-macam perbuatan kejahatan dan pelanggaran dalam kategori jarimah 
ta‟zīr, Abdul Qadir Audah membaginya dalam tiga macam: Pertama, yaitu 
jarimah ta‟zīr yang berasal dari jarimah-jarimah ḥudūd atau qiṣaṣ, namun syarat-
syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian barang yang tidak 
mencapai nisab, atau pencurian itu dilakukan oleh keluarga sendiri. Kedua, yaitu 
jarimah ta‟zīr yang jenisnya disebutkan dalam naṣ syara‟, akan tetapi jenis 
hukumannya tidak ditentukan secara pasti, seperti riba, suap, mengurangi takaran 
                                                 
30
Imam al-Mawardi, al-Ahkāmu al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāh al-Dīniyyah, ed. In, 
Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani dan 
Kamaluddin Nurdin), (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 457. 
31
Mahrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia…, hlm. 187. 
32
Ibid. 
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dalam timbangan, serta termasuk juga perbuatan judi.
33
 Terakhir atau ketiga yaitu 
jarimah ta‟zīr yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara‟. 
Jenis ketiga ini sepenuhnya menjadi wewenang ulil amri dalam menetapkan 
hukumannya. Seperti pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai pemerintahan 
terkait dengan kedisiplinan. 
Berbeda halnya dengan Abdul Aziz Amir, sebagaimana dikutip oleh 
Mahrus Munajat, bahwa ia membaginya ke dalam enam macam bentuk jarimah 
ta‟zīr, yaitu sebagai berikut:  
1. Jarimah ta‟zīr yang berkaitan dengan pembunuhan; 
2. Jarimah ta‟zīr yang berkaitan dengan pelukaan; 
3. Jarimah ta‟zīr yang berkaitan dengan kejahatan terḥadap kehormatan dan 
kerusakan akhlak; 
4. Jarimah ta‟zīr yang berkaitan dengan harta; 
5. Jarimah ta‟zīr yang berkaitan dengan kemaslahatan individu; dan 
6. Jarimah ta‟zīr yang berkaitan dengan keamanan umum.34 
Dari kedua pembagian jarimah ta‟zīr sebagaimana yang telah 
dikemukakan, maka dapat dipahami bahwa hukuman ta‟zīr yang dapat dikenakan 
bagi pelaku zina adalah karena mengacu pada kategori jarimah yang berhubungan 
dengan kejahatan terḥadap kehormatan dan kerusakan akhlak (poin nomor 3 
menurut Abdul Aziz Amir di atas). Kemudian, dalam hal pelaku zina dapat 
dikenakan hukuman ta‟zīr karena tidak terpenuhinya syarat, hal ini erat kaitannya 
dengan pembagian jarimah ta‟zīr menurut Abdul Qadir Audah di atas, yaitu 
termasuk dalam kategori jarimah ta‟zīr yang berasal dari jarimah-jarimah ḥudūd 
                                                 
33
Abdul Qadir Audah, At-Tasyrī‟ al-Jinā‟i al-Islāmi Muqarranan bil Qanūnil Wad‟iy, 
ed. In, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (terj; Tim Tsalisah), jilid I, (Bogor: Kharisma ilmu, 
2007), hlm. 101. 
34
Abdul Aziz Amir, at-Ta‟zīr fī al-Syarī‟ah al-Islāmiyah,dimuat dalam buku Mahrus 
Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia…, hlm. 188. 
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atau qiṣaṣ, namun syarat-syaratnya tidak terpenuhi (poin kedua menurut Abdul 
Qadir Audah di atas). 
Adapun pelaku zina dapat dijatuhi hukuman ta‟zīr adalah perzinaan yang 
tidak memenuhi syarat dijatuhi hukuman ḥad, atau terdapat syhubhat dalam 
pelakunya, perbuatannya, atau tempat (objeknya). Demikian juga terḥadap kasus 
percobaan zina dan perbuatan-perbuatan pra-zina, seperti meraba-raba, berpelukan 
dengan perempuan yang bukan isterinya dan sebaliknya, tidur bersama tanpa 
adanya hubungan seksual, dan sebagainya.
35
 Jika kemudian yang berbuat zina 
dapat dibuktikan perbuatannya, dan lengkap syaratnya, maka seseorang tersebut 
dapat dikenakan hukuman had saja, dan dalam hukum pidana Islam pelaku tidak 
lagi dihukum dengan hukuman tambahan, seperti hukuman ta‟zir. Dalam hal ini 
seperti hukuman ta‟zir yang dijatuhkan kepada ayah zina untuk memenuhi 
kebutuhan anak hasil zinanya, berikut dengan pemenuhan terḥadap harta wasiat 
wajibah terḥadap anak tersebut.36 
 
2.4. Pendapat Ulama tentang Penambahan Hukuman Ta’zīr 
 
Dalam sub bab ini, terdapat dua permasahan yang perlu dijelaskan terkait 
dengan pendapat dan pandangan para ulama tentang penambahan hukuman ta‟zīr, 
yaitu mengenai masalah jenis-jenis kejahatan yang dapat dihukum dengan 
hukuman ta‟zīr, serta masalah bentuk-bentuk hukuman ta‟zīr. 
 
                                                 
35
Mahrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia…, hlm. 192. 
36
Kriteria sanksi ta‟zīr bagi ayah zina dalam Fatwa MUI yaitu ada dua bentuk, yaitu 
memenuhi kebutuhan hidup anak hingga dewasa atau mandiri, dan mewasiatkan sebagaian 
hartanya melalui wasiat wajibah. ketentuan ini terdapat pada poin 5 hasil putusan Fatwa MUI 
Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Tarḥadapnya. 
22 
 
2.4.1. Jenis-Jenis Kejahatan yang dapat Dihukum dengan Hukuman Ta‟zīr 
Ulama sepakat menetapkan bahwa ta‟zīr disyari‟atkan pada semua 
kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman ḥad, artinya hukuman yang sudah 
ditentukan jenisnya. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, hukuman ta‟zīr 
diterapkan pada dua macam kejahatan, yaitu kejahatan meninggalkan kewajiban, 
dan kejahatan melanggar larangan.
37
 Dijelaskan pula bahwa bagi siapa saja 
meninggalkan kewajiban, padahal dia mampu melakukannya, seperti membayar 
hutang, menyampaikan amanat baik berupa barang titipan, barang kiriman, harta 
anak yatim, dan lainnya, serta mengambil barang orang lain tanpa seizin 
pemiliknya dan sebagainya, maka orang tersebut harus dihukum sampai dia dapat 
melakukan kewajibannya.
38
 
Namun secara umum, jenis-jenis perbuatan kejahatan yang dapat dikenai 
hukuman ta‟zīr ada tiga bentuk.39 Ketiga bentuk kejahatan tersebut adalah sebagai 
berikut: 
1. Jarimah ta‟zīr yang berasal dari jarimah-jarimah ḥudūd atau qiṣaṣ, namun 
syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat. 
Terkait dengan jenis kejahatan ini, menyangkut semua kejahatan yang 
dihukum dengan hukuman hudūd. Kejahatan hudūd, qiṣaṣ, dan diyat dihukum 
dengan ta‟zīr pada saat hukuman utama tidak dapat dijalankan atau sebagai 
                                                 
37
Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, aṭ-Ṭurūq al-Ḥukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syar‟iyyah, ed. In, 
Hukum Acara Peradilan Islam, (terj: Adnan Qahar & Anshoruddin), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2006), hlm. 188. 
38
Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, aṭ-Ṭurūq al-Ḥukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syar‟iyyah…, hlm. 
189. 
39
Mahrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia…, hlm. 188; Abdul Qadir Audah, 
At-Tasyrī‟ al-Jinā‟i al-Islāmi Muqarranan bil Qanūnil Wad‟iy…, hlm. 101; dijelaskan pula  dalam 
buku Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, aṭ-Ṭurūq al-Ḥukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syar‟iyyah…, hlm. 189-
190. 
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tambahan atas hukuman utama.
40
 Penambahan hukuman ta‟zīr terḥadap jenis 
perbuatan yang dihukum dengan hukuman hudūd ini ketika syarat-syaratnya tidak 
sempurna dan yang hukuman ḥadnya terhindarkan atau dihapuskan.41 
Termasuk dalam kategori ini adalah pencurian yang tidak mencapai 
niṣab. Imam Syafi‟ menambahkan bahwa pencurian yang dapat dikenai hukman 
ta‟zīr adalah pencurian atas barang atau harta yang berada di tempat yang tidak 
terlindungi.
42
 Selain pencurian, temasuk juga perbuatan zina dan menuduh zina. 
Di antara kasus perzinaan yang diancam dengan hukuman ta‟zīr adalah perzinaan 
yang tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman ḥad, dan terdapat syubhat 
terḥadap pelaku, perbuatan, maupun tempat atau objeknya.43  
Contoh pelaku zina yang tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman 
ḥad menurut Imam al-Mawardi yaitu bagi pelaku yang tidak sempat memasukkan 
alat vitalnya ke dalam kemaluan perempuan.
44
 Begitu juga halnya terḥadap 
hukuman ta‟zīr yang dijatuhkan kepada pelaku penuduhan zina. Yaitu dengan 
syarat orang yang dituduh itu bukan orang yang muḥṣān. Kriteria muḥṣān menurut 
para ulama adalah berakal, baligh, Islam dan iffah (bersih dari zina). Jika 
seseorang tidak memiliki syarat-syarat tersebut maka ia dihukum dengan 
hukuman ta‟zīr. Menurut Sayyid Sabiq, orang yang menghina yang tidak sampai 
pada tuduhan zina (qazf), maka dikenakan hukuman ta‟zīr.45 Kemudian 
                                                 
40
Said Hawwa, al-Islām…, hlm. 726. 
41
Abdul Qadir Audah, At-Tasyrī‟ al-Jinā‟i al-Islāmi Muqarranan bil Qanūnil Wad‟iy…, 
jilid 3, hlm. 24. 
42
Wahbah Zuhaili, al-Fiqhu asy-Syāfi‟ī al-Muyassar…, hlm. 359. 
43
Mahrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia…, hlm. 192. 
44
Imam al-Mawardi, al-Ahkāmu al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāh al-Dīniyyah…, hlm. 459. 
45
Sayyid Sabiq, Fiqhus Hadiś, ed. In, Fiqih Sunah, (terj: Asep Sobari), cet. 3, jilid 3, 
(Jakarta: al-I‟tishom, 2011), hlm. 90. 
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penuduhan terḥadap sekelompok orang yang sedang berkumpul dengan tuduhan 
zina, tanpa menjelaskan orang yang dimaksud. Demikian pula tuduhan zina 
dengan kināyah (sindiran), menurut pendapat Imam Abu Hanifah termasuk 
kepada ta‟zīr, bukan hudūd. Dengan demikian, setiap perbuatan kejahatan hudūd 
dapat dikenakan hukuman ta‟zīr, ketika syarat-syarat untuk dikenakan hukuman 
ḥad bagi pelaku hudūd tidak terpenuhi. 
2. Jarimah ta‟zīr yang jenisnya disebutkan dalam naṣ syara‟, akan tetapi jenis 
hukumannya tidak ditentukan secara pasti. 
Terkait dengan perbuatan yang terdapat larangannya dalam naṣ yaitu 
riba, suap, mengurangi takaran dalam timbangan dan lain sebagainya. Dalam hal 
ini, dipahami bahwa perbuatan-perbuaan maksiat yang terdapat larangannya 
dalam Alquran dan Hadiś Rasulullah, pemerintah dapat memberikan dan 
menetapkan hukumannya. Dengan syarat bahwa petunjuk larangan perbuatan 
tersebut ada, namun jenis sanksinya belum ditetapkan dalam naṣ. Dalam kasus 
khalwat misalnya, petunjuk larangannya terdapat dalam Alquran surat al-Isra‟ 
sebagai berikut:  
                  ( ءا   ا:٣٢)   
Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah 
suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Isra‟: 
32). 
Dari ayat di atas, dipahami bahwa segala bentuk perbuatan yang dapat 
mengarah pada perbuatan zina adalah larangan syara‟, termasuk dalam kategori 
ini adalah perbuatan khalwat. Di Aceh, hukuman bagi pelaku khalwat yaitu 
25 
 
dicambuk. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (23) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Hukum Jinayat, dinyatakan bahwa khalwat adalah perbuatan berada pada 
tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis 
kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua 
belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina. Termasuk juga dalam pengertian 
ayat di atas adalah perbuatan ikhtilaṭ. Ikhtilaṭ adalah perbuatan bermesraan seperti 
bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan 
perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada 
tempat tertutup atau terbuka.
46
 
Dalam Pasal 23 dan Pasal 25 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Hukum Jinayat ditetapkan batasan hukuman bagi pelaku khalwat dan pelaku 
ikhtilaṭ dengan keriteria hukum cambuk. Adapun bunyi pasalnya adalah sebagai 
berikut: 
Pasal 23 Ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah 
khalwat, diancam dengan „uqūbat ta‟zīr cambuk paling banyak 10 
(sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni 
atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.  
 
Ayat (2): Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, 
menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah khalwat, diancam 
dengan „uqūbat ta‟zīr cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali 
dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas 
murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.  
 
Pasal 25 Ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah 
Ikhtilath, diancam dengan „uqūbat ta‟zīr cambuk paling banyak 30 (tiga 
puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni 
atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.  
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Dinas Syariat Islam Aceh, Qanun No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, (Banda 
Aceh: Dinas Syariat Islam, 2015), hlm. 27. 
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Ayat (2): Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, 
menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Ikhtilath, diancam 
dengan „uqūbat ta‟zīr cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali 
dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas 
murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.  
Penambahan hukuman cambuk di atas merupakan bentuk dari 
penyelenggaran hukuman ta‟zīr. Dari beberapa keterangan di atas, dapat diambil 
sebuah kesimpulan bahwa bagi setiap jenis perbuatan yang larangannya telah ada 
dalam sumber hukum Islam (Alquran dan Hadiś), namun hukumannya belum ada, 
maka pemerintah dapat menetapkan hukuman tersebut dalam bentuk hukuman 
ta‟zīr. 
3. Jarimah ta‟zīr yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara‟ 
Keriteria penambahan hukuman ta‟zīr terḥadap perbuatan kejahatan yang 
sama sekali belum disinggung dalam naṣ syara‟, baik bentuk kejahatan maupun 
sanksinya, hal ini sepenuhnya dilimpahkan kepada pemerintah (ulil amri/hakim). 
Misalnya, pelanggaran mengenai kedisiplinan pegawai pemerintah, perbuatan 
tersebut dihukum disebabkan karena pelanggaran yang dilakukannya. Kemudian 
pelanggaran terḥadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran 
terḥadap pemerintah lainnya.47 
Terkait dengan jenis jarimah ta‟zīr dalam kategori ini, Fathi ad-
Duraini—guru besar fikih di Universitas Damaskus, Suriah—menyatakan bahwa 
hukuman ta‟zīr diserahkan kepada penguasa untuk menentukan bentuk dan 
kadarnya sesuai dengan kemaslahatan yang menghendaki dan tujuan syara‟ dalam 
menetapkan hukum yang ditetapkan pada seluruh bentuk maksiat, berupa 
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Idris Ramulyo, Asas-Asas Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 11. 
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meninggalkan perbuatan yang wajib atau mengerjakan perbuatan-perbuatan yang 
dilarang, yang semuanya itu tidak termasuk dalam kategori hudūd dan kafarat, 
baik yang berhubungan dengan hak Allah swt, berupa gangguan terḥadap 
masyarakat umum, keamanan, serta perundang-undangan yang berlaku, maupun 
yang terkait dengan hak pribadi.
48
  
Abdul Aziz Amir dan Abdul Qadir Audah—ahli hukum pidana Islam di 
Mesir—sama-sama menyatakan bahwa ruang lingkup pidana ta‟zīr amat luas, 
baik yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak pribadi, kemudian jarimah 
ta‟zir tersebut bisa berkembang sesuai dengan perkembangan jenis-jenis maksiat 
di sepanjang zaman dan tempat, baik yang menyangkut pelanggaran terḥadap 
kemaslahatan pribadi, maupun pelanggaran terḥadap kemaslahatan masyarakat 
dan/atau negara. Oleh sebab itu, ruang lingkup jarimah ta‟zir berlaku bagi setiap 
bentuk maksiat di luar jarimah hudūd (tindak pidana hudūd) dan tindak pidana al-
qatl wa al-jarh (tindak pidana pembunuhan dan pelukaan).
49
 
 
2.4.2. Bentuk-Bentuk Hukuman Ta‟zīr 
Hukum Islam tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap 
tindak pidana ta‟zīr, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang 
paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan 
untuk memilih hukuman-hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana 
ta‟zīr serta keadaan si pelaku. Singkatnya, hukuman-hukuman tindak pidana ta‟zīr 
tidak mempunyai batasan tertentu. Abdul Qadir Audah menyatakan bahwa 
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sebagian besar hukuman dari tidak pidana ta‟zīr diserahkan kepada penguasa 
untuk menentukannya.
50
 Namun demikian, terdapat syarat bahwa dalam 
penentuan hukuman tersebut tidak dibenarkan dengan sekehendak hati, melainkan 
harus sesuai dengan prinsip-prinsip syari‟ah dan kepentingan masyarakat. Maksud 
syara‟ memberikan hak penentuan tindak pidana ta‟zīr kepada para penguasa—
dalam batasan-batasan tersebut—adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat 
dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta bisa mengḥadapi keadaan yang 
mendadak dengan sebaik-baiknya. 
Ahmad Hanafi menyatakan bahwa hukuman-hukuman ta‟zīr banyak 
jumlahnya dari mulai yang paling ringan hingga yang paling berat, yaitu hukuman 
yang dilihat dari keadaan jarimah serta diri pelaku.
51
 Secara umum, macam-
macam hukuman ta‟zir itu dibagi ke dalam dua golongan besar, yaitu sebagai 
berikut: 
1. Hukuman ta‟zir yang berkaitan dengan badan 
Bentuk hukuman dalam kategori ini terdiri dari hukuman mati dan 
hukuman dera. Hukuman mati ditetapkan sebagai hukuman qiṣaṣ untuk 
pembunuhan sengaja dan sebagai hukuman ḥaḍ untuk jarimah hirabah, zina 
muḥṣān, riddah, dan jarimah pemberontakan. Hukuman mati ini ditetapkan oleh 
fuqaha secara beragam. Hanafiyah membolehkan kepada ulil amri untuk 
menetapkan hukuman mati sebagi ta‟zīr dalam jarimah-jarimah yang jenisnya 
diancam dengan hukuman mati apabila jarimah tersebut dilakukan berulang-
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ulang. Contohnya pencurian yang berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa 
kali yang dilakukan oleh kafir dzimmi, meskipun setelah itu ia masuk Islam.
52
 
Said Hawwa menyatakan bahwa pada dasarnya dalam syari‟at, hukuman 
ta‟zīr itu untuk pengajaran. Ta‟zīr ini pada umumnya dibolehkan selama 
akibatnya terjamin, yaitu tidak membinasakan. Oleh karena itu, hukuman mati dan 
memotong anggota badan dalam ta‟zīr tidak boleh. Namun demikian, banyak 
fuqaha yang membolehkan pengecualian dari kaidah umum sebagai pembelajaran 
apabila kemaslahatan umum menghendaki penetapan hukuman mati. Atau fasad 
pelaku kejahatan tidak hilang kecuali dengan membunuhnya, seperti membunuh 
mata-mata, orang yang mempropagandakan bid‟ah dan para pelaku kejahatan 
berbahaya. Dalam pelaksanaan pengecualiannya tersebut, masalah tidak 
diserahkan kepada hakim, tetapi ulil amri wajib menetapkan kejahatan yang dapat 
dijatuhi hukuman mati.
53
 
Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa ulama berbeda pendapat 
tentang eksistensi hukuman mati sebagai bagian dari bentuk dan keriteria hukum 
ta‟zīr. Hal ini seperti dinyatakan oleh Sayyid Sabiq, bahwa ulama ada yang 
membolehkan hukuman mati dan ada pula yang melarangnya. Menurut mazhab 
Hanafi, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah  bahwa kejahatan yang 
pelakunya tidak diancam dengan hukuman mati, seperti membunuh dengan benda 
tumpul dan homoseksual, jika terjadi berulang-ulang maka pemerintah boleh 
menghukum mati pelakunya. Pemerintah juga boleh menambah hukuman hudūd 
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yang telah ditetapkan, jika ada tuntutan kemaslahatan.
54
 Dari beberapa keterangan 
tersebut, dapat dipahami bahwa keriteria hukum ta‟zīr berupa hukuman mati dapat 
dijatuhkan bagi seseorang yang melakukan kejahatan berbahaya dan merusak 
kemaslahatan manusia. 
Selain hukuman mati, hukuman jilid (dera) juga menjadi salah satu 
bentuk ta‟zīr yang dapat ditetapkan oleh hakim bagi pelaku kejahatan. Alat yang 
digunakan untuk hukuman dera atau cambuk ini adalah cambuk yang pertengahan 
(sedang, tidak terlalu besar, dan tidak terlalu kecil) atau tongkat. Pendapat ini juga 
dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah, dengan alasan karena sebaik-baik perkara 
adalah pertengahan. Apabila orang yang dihukum ta‟zīr itu laki-laki maka baju 
yang menghalangi sampainya cambuk ke kulit harus dibuka. Akan tetapi, apabila 
orang terhukum itu seorang perempuan maka bajunya tidak boleh dibuka. Karena 
jika demikian akan terbukalah auratnya.
55
 Terdapat perbedaan pendapat di 
kalangan ulama terkait dengan jumlah maksimal cambukan yang dapat diberikan 
terḥadap pelaku kejahatan ta‟zīr. Menurut mazhab Maliki, ḥad dera sepenuhnya 
diserahkan kepada ulil amri, dan ulil amri tersebut dibolehkan untuk menetapkan 
jumlah dera sesuai dengan pandangannya—tentunya didasari adanya 
kemaslahatan. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad 
menetapkan batasnya sebanyak tiga puluh sembilan cambukan. Abu Yusuf 
berpendapat bahwa jumlah maksimalnya sebanyak tujuh puluh lima kali. 
Sedangkan dalam mazhab Syafi‟i, terdapat tiga pendapat, dua di antaranya sesuai 
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dengan mazhab Abu Hanifah. Dan yang ketiga yaitu hingga seratus kali 
cambukan, dengan syarat ta‟zīr itu tidak mencapai kadar ḥad suatu kemaksiatan.56  
Said Hawwa menyatakan bahwa bahkan ada ulama yang hanya 
menetapkan jumlah maksimal cambukan/dera yaitu tidak melebihi sepuluh kali 
cambuk. Dalilnya yaitu berdasarkan Hadiś Rasulullah sebagai berikut: 
   مُو مُق بَ    َّ       
نِ بْ       نَِّ لا ىَّ  ص  َّ نَِّنلا  مُ بْ نِ     وا    َّ نِاا  بْ  بْاا     ابْ مُبَ   نِ   بْ    
 ق   لا)   ا ا) . نَِّ لا  نِا مُدمُح  بْ نِ   دٍّد ح  نِ  َّنِ   رٍاا  بْ    نِ  بْ      بْ  بَ  ا مُدنِ بْ تَ 
Artinya: “Abu Burdah Al Anshari berkata; aku mendengar Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian menjilid di atas sepuluh 
cambukan, kecuali dalam salah satu hukuman haḍ Allah." (HR. 
Baihaqi).
57
 
2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan 
Dalam kategori ini, hukuman yang diberikan berupa hukuman penjara 
dan pengasingan. Maksud hukuman penjara di sini bukan menahan pelaku di 
tempat yang sempit, melainkan menahan seorang guna mencegah agar ia tidak 
melakukan perbuatan hukum, baik penahanan tersebut di dalam rumah, atau 
mesjid, maupun di tempat lainnya.
58
 Dipahami bahwa syari‟at Islam tidak 
menetapkan hukuman penjara kecuali sebagai hukuman sekunder yang tidak 
dipakai sebagai hukuman kecuali atas kejahatan ringan. Berbeda dengan konsep 
hukum positif, yang menempatkan penjara sebagai hukuman paling asasi di antara 
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berbagai bentuk hukuman untuk setiap kejahatan. Terkait dengan lamanya 
hukuman penjara, ulama sepakat bahwa batas minimalnya selama satu hari. 
Sedangkan mengenai batasan maksimal penjara ulama berbeda pendapat, ada 
yang menyatakan enam bulan, satu tahun, serta ada juga ulama yang 
menyerahkannya kepada ulil amri.
59
 
Kemudian, selain hukuman penjara, hukuman yang berkaitan dengan 
kemerdekaan ini termasuk juga hukuman pengasingan. Landasan hukumnya 
adalah surat al-Maidah ayat 33 sebagai berikut: 
                        
                         
               . ( اءالما: ۳۳) 
Artinya: “Sesungguhnya pembalasan terḥadap orang-orang yang memerangi 
Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah 
mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka 
dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). 
yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, 
dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”. (QS. Almaidah : 
33). 
 
Meskipun hukuman pengasingan seperti pada ayat di atas merupakan 
hukuman ḥad, namun dalam praktiknya hukuman tersebut diterapkan juga sebagai 
hukuman ta‟zīr. Di antara jarimah ta‟zīr yang dijatuhi hukuman pengasingan 
adalah orang yang berperilaku mukhannaṡ (waria). Sebagaimana dinyatakan oleh 
Abdul Aziz Amir yang dikutip oleh Mahrus Munajat, bahwa Nabi pernah 
mengasingkan waria ke luar dari Madinah. Demikian pula tindakan khalifah Umar 
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yang mengasingkan Nasr ibn Hajjaj, karena banyak wanita yang tergoda 
dengannya, meskipun ia sebenarnya tidak melakukan jarimah. Selain itu, 
hukuman pengasingan ini dapat diberlakukan kepada pihak yang melakukan 
pemalsuan Alquran, pemalsuan stempel Baitul Mal, seperti yang pernah dilakukan 
oleh khalifah Umar ibn Khattab yang mengasingkan Mu‟an bin Zaidah yang 
awalnya telah dikenakan hukuman jilid.
60
 
Selain kedua kategori hukuman di atas,—yaitu hukuman ta‟zir yang 
berkaitan dengan badan dan hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan—
terdapat pula bentuk hukuman ta‟zīr yang ditetapkan oleh para ulama. Di 
antaranya yaitu hukuman denda, pengumuman, ancaman, penghinaan, 
pengucilan,
61
 perampasan harta, serta hukuman peringatan keras dan nasehat dan 
lainnya.
62
 Dari beberapa keterangan mengenai bentuk-bentuk hukuman ta‟zīr 
seperti telah disebutkan, tergambar bahwa bentuk hukuman ta‟zīr tersebut sangat 
banyak. Hal ini kemudian menjadi wewenang pemerintah (ulil amri/hakim) dalam 
menetapkan hukuman terḥadap pelaku kejahatan. Artinya bahwa hakim memiliki 
peran penting dalam menetapkannya, namun dalam penerapannya harus sesuai 
dengan nilai-nilai kemanusian dan nilai-nilai syari‟at Islam, yang tujuan utamanya 
adalah demi kemaslahatan umat manusia. 
 
2.5. Sekilas tentang Penambahan Hukuman Ta’zīr bagi Pelaku Zina 
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Menurut penulis, sub bab ini penting dikaji dan dibahas mengingat objek 
kajian dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan hukum ta‟zīr bagi pelaku 
zina. Yaitu diberlakukan bagi lelaki pezina yang menyebabkan kelahiran anak, 
dengan hukuman agar laki-laki tersebut wajib memenuhi kebutuhan anak hingga 
dewasa serta mewasiatkan sebagian harta kepada anak yang dihasilkannya melalui 
jalan wasiat wajibah, di samping hukuman ḥad juga diberlakukan kepadanya. 
Ketentuan ini sebagaimana telah difatwakan pada tahun 2012 oleh Majelis Ulama 
Indonesia, yaitu fatwa Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil 
Zina dan Perlakuan Terḥadapnya. Dalam hukum Islam dinyatakan bahwa jika 
dalam naṣ syara‟ untuk tiap-tiap tindak pidana berikut dengan hukumannya telah 
ditentukan, maka pelaku tindak pidana tersebut dijatuhi hukuman ḥad seperti yang 
ditetapkan dalam Alquran dan Hadiś, dan pelaku tidak dihukum dengan hukuman 
ta‟zīr atau lainnya.  
Terkait dengan hal tersebut, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menerangkan 
bahwa jenis kejahatan yang diancam dengan hukuman ḥad diantaranya yaitu 
kejahatan perzinaan, pencurian, miras, dan menuduh berzina kepada orang yang 
baik-baik.
 63
 Sanksi hukum tindak kejahatan dalam kategori ini cukup dengan 
hukuman ḥad sesuai dengan bagaimana yang telah ditentukan oleh Allah dan 
Rasul-Nya, tidak dipenjarakan dan tidak pula dengan men-ta‟zīr-nya. Begitu juga 
menurut Abdul Qadir Audah, bahwa tindak pidana yang telah ditentukan 
hukumannya dalam naṣ yang berupa tindak pidana hudūd, qişāş dan diyat, hakim 
tidak dapat dan tidak boleh memilih hukuman hukuman yang lain, menambah 
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atau menguranginya.
64
 Sedangkan untuk jenis tindak pidana ta‟zīr murni, hukum 
Islam memberikan kebebasan kepada hakim untuk memilih hukuman yang layak 
di antara sekumpulan bentuk hukuman yang ada. Dalam jenis ini, hukum Islam 
juga memberikan kebebasan kepada hakim untuk menentukan jumlah hukuman, 
menentukan berat hukuman, dan memperhatikan kondisi tindak pidana dan diri 
pelaku. 
Terkait dengan hukuman ḥad bagi pelaku zina, terdapat tiga bentuk jenis 
hukuman, yaitu rajam, dera dan pengasingan.
65
 Perbedaan hukuman ini 
berdasarkan penggolongan orang yang berzina, yaitu bagi orang yang belum 
menikah atau lajang dan bagi orang telah atau pernah menikah. Hukuman ḥad 
bagi pelaku zina yang masih lajang adalah dera dan/atau pengasingan, hal ini 
berdasarkan firman Allah sebagai berikut: 
                             
                           
           ( ا نلا :٢) 
Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah 
tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas 
kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama 
Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah 
(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-
orang yang beriman”. (QS. An-Nūr: 2). 
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Terkait dengan hukuman pengasingan, ulama berbeda pendapat apakah 
hukuman dera dan hukuman pengasingan kedua-duanya bisa dijatuhkan kepada 
pelaku perzinaan yang masih lajang secara sekaligus.
66
 Ulama Hanafiyah 
memandang bahwa hukuman pengasingan tidak bisa ditambahkan kepada 
hukuman dera. Sebab Allah SWT menjadikan dera sebagai keseluruhan hukuman 
ḥad zina. Artinya, menurut mereka hukuman pengasingan bukan termasuk 
hukuman ḥad zina. Sedangkan menurut pendapat ulama mazhab yang lain (Syafi‟i 
dan Hambali) menyatakan bahwa kedua hukuman tersebut merupakan hukuman 
had yang harus diberlakukan secara sekaligus yang dilandasi dengan adanya 
petunjuk Hadiś Nabi yang menyatakan pelaku zina didera kemudian diasingkan 
selama setahun. Sementara itu, menurut Imam Malik bahwa si laki-laki 
diasingkan selama setahun, sedangkan perempuan tidak diasingkan karena 
dikhawatirkan akan berzina lagi akibat pengasingan tersebut.
67
 
Untuk pelaku muhsan atau telah menikah, seluruh ulama selain ulama 
Khawarij sepakat bahwa hukumannya adalah dirajam, hal ini berdasarkan Hadiś 
yang mutawatir, dalil ijma‟, dan dalil logika.68 Hukuman ḥad zina merupakan 
murni hak Allah, dalam arti hak masyarakat. Karena hukuman ḥad zina 
diberlakukan untuk menjaga kehormatan jangan sampai ternodai, juga untuk 
melindungi kemaslahatan-kemaslahatan umum yaitu menolak dan menjauhkan 
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kerusakan.
69
 Namun demikian, dalam hukum Islam ditentukan bahwa terdapat 
beberapa syarat dimana pelaku zina dapat dikenakan hukuman ta‟zīr dan tidak 
dikenai hukuman ḥad. Ketika syarat-syarat tersebut ada maka hukuman ḥad nya 
tidak lagi berlaku, melainkan berpindah pada hukuman ta‟zīr. Mengenai kasus 
perzinaan yang dapat dikenakan hukuman ta‟zīr, Imam al-Mawardi 
menyatakannya secara mendetail, yaitu sebagai berikut: 
“Jika suatu kejahatan yang dilakukan seseorang berkaitan dengan perzinaan, 
maka perlu diperhatikan secara detail perbuatannya. Jika ia menggauli seorang 
wanita, namun tidak sampai memasukkan alat kelaminnya ke kelamin atau 
dubur wanita itu, maka keduanya dijatuhi hukuman ta‟zīr yang paling berat, 
yaitu ta‟zīr dengan dicambuk tujuh puluh lima kali cambukan. Jika keduanya 
berada dalam satu kain tanpa ada penghalang antara tubuh kedua orang itu, dan 
keduanya saling bergumul, namun tidak sampai bersetubuh, keduanya 
dikenakan enam puluh kali cambukan. Sementara jika keduanya tidak 
bergumul, keduanya dikenakan empat puluh cambukan. Dan jika keduanya 
didapati dalam satu rumah (satu kamar), namun keduanya masih berpakaian 
lengkap, kedua orang itu dikenakan tiga puluh cambukan. Jika kedunya 
ditemukan di sebuah jalan, yaitu si pria mengajak berbicara dengan wanita, dan 
sang wanita membalas pembicaraan si pria, keduanya dikenakan dua puluh 
cambukan. Jika petugas menemukan seorang pria sedang mengikuti seorang 
wanita, para petugas harus menyelidiki, jika keduanya diketahui saling 
memberikan isyarat, namun tanpa saling berbicara, keduanya dikenakan 
sepuluh cambukan.
70
 
Dapat dipahami seorang pelaku kejahatan yang mengarah kepada zina 
yang setelah dibuktikan tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman ḥad 
maka ia dapat dikenakan hukuman ta‟zīr. Seperti halnya telah dijelaskan oleh 
Mahrus munajat, bahwa kasus perzinaan yang dapat dikenakan hukuman ta‟zīr, 
yaitu perzinaan yang tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman ḥad, atau 
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terdapat syubhat pada diri pelaku, pada perbuatan pelaku, atau tempat 
(objeknya).
71
  
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa belum ada produk 
hukum yang dikeluarkan dan diijtiḥadkan oleh para ulama fikih mengenai pelaku 
zina dihukum dengan dua kriteria hukuman antara hukuman had dan sekaligus 
hukuman ta‟zir. Kaitannya dengan fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012, yang 
memfatwakan laki-laki pezina dikenakan hukuman ḥad berikut dengan 
pemberian/penambahan sanksi ta‟zīr terḥadapnya, hal ini merupakan bentuk 
produk hukum yang sama sekali baru, dalam arti tidak ditemui ketentuannya 
dalam fikih-fikih terdahulu. Untuk itu, perlu dilakukannya penelitian/kajian lebih 
jauh terkait dengan penambahan hukuman ta‟zir bagi laki-laki yang menyebabkan 
kelahiran anak, mulai dari latar belakang dikeluarkannya fatwa, hingga pada dalil 
hukum yang digunakan oleh MUI.  
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BAB III 
PENAMBAHAN JARIMAH TA’ZĪR BAGI LELAKI PEZINA (ANALISIS 
FATWA MUI NO 11 TAHUN 2012) 
 
 
3.1. Profil Majelis Ulama Indonesia 
MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah Lembaga Swadaya 
Masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia. 
untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh 
Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 17 Rajab 1395 Hijriah, 
bertepatan dengan Tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia. MUI berdiri 
sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan 
zu’ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh 
enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 
orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, 
NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math’laul Anwar, 
GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, 
Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang 
tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah 
tersebut, dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat 
bermusyawarahnya para ulama. zuama dan cendekiawan muslim, yang tertuang 
dalam sebuah “Piagam Berdirinya MUI,” yang ditandatangani oleh seluruh 
peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.
72
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Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah 
berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi 
bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang 
peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Dalam perjalanannya, selama 
dua puluh lima tahun, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para 
ulama, zu’ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk: memberikan bimbingan 
dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan 
beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta’ala, 
memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan 
kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya 
ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan 
persatuan dan kesatuan bangsa serta menjadi penghubung antara ulama dan umara 
(pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna 
mensukseskan pembangunan nasional, meningkatkan hubungan serta kerjasama 
antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan 
bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan 
mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.
73
 Dalam khittah 
pengabdian Majelis Ulama Indonesia  fungsi dan peran utama MUI di antaranya 
yaitu sebagai penegak amar ma'ruf nahi munkar. 
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Daftar ketua umum majelis ulama Indonesia:
74
 
 
N
o 
Nama 
Awal 
jabatan 
Akhir 
jabatan 
Tempat 
musyawarah 
Keterangan  Refrensentatif 
1 
Prof. Dr. K. 
HAMKA 
1975 1981 Jakarta 
Munas MUI ke-
1 1975 
Masjumi-
Muhammadiy
ah 
2 
KH. Syukri 
Ghozali 
1981 1983 Jakarta 
Jakarta Munas 
MUI ke-2 1981 
NU 
 
3 
KH. Hasan 
Basri 
1983 1985 Jakarta 
Muhammadiya
h 1985 
Munas MUI 
ke-3 1985 
4 
Dr. KH. M. Ali 
Yafie 
1990 2000 Jakarta 
Munas MUI ke-
4 1990 
NU 
5 
Dr. KH. Sahal 
Mahfudz 
2000 2014 Jakarta 
Jakarta Munas 
MUI ke-6 2000 
Masjumi - NU 
 
6 
Prof. Dr. KH. 
Din Syamsuddin 
2014 2015 Jakarta 
Fait Accompli 
NU 
Muhammadiy
ah 
 
7 
KH Ma'ruf 
Amin 
  Jakarta 
Fait Accompli 
NU 
NU 
 
Dalam kaitan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan di kalangan 
umat Islam, Majelis Ulama Indonesia tidak bermaksud dan tidak dimaksudkan 
untuk menjadi organisasi supra-struktur yang membawahi organisasi-organisasi 
kemasyarakatan tersebut, dan apalagi memposisikan dirinya sebagai wadah 
tunggal yang mewakili kemajemukan dan keragaman umat Islam. Majelis Ulama 
Indonesia , sesuai niat kelahirannya, adalah wadah silaturrahmi ulama, zuama dan 
cendekiawan Muslim dari berbagai kelompok di kalangan umat Islam.
75
 
Kemandirian Majelis Ulama Indonesia tidak berarti menghalanginya 
untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain baik dari dalam 
negeri maupun luar negeri, selama dijalankan atas dasar saling menghargai posisi 
masing-masing serta tidak menyimpang dari visi, misi dan fungsi Majelis Ulama 
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Indonesia. Hubungan dan kerjasama itu menunjukkan kesadaran Majelis Ulama 
Indonesia bahwa organisasi ini hidup dalam tatanan kehidupan bangsa yang 
sangat beragam, dan menjadi bagian utuh dari tatanan tersebut yang harus hidup 
berdampingan dan bekerjasama antar komponen bangsa untuk kebaikan dan 
kemajuan bangsa. Sikap Majelis Ulama Indonesia ini menjadi salah satu ikhtiar 
mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin (rahmat bagi seluruh alam). 
 
3.2. Isi Fatwa MUI tentang Penambahan Jarimah Ta’zīr 
Sebelum dijelaskan mengenai isi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 
11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, 
terlebih dahulu dijelaskan sekilas tentang latar belakang difatwakannya masalah 
tersebut. Bahwa yang melatar belakangi dikeluarkannya produk hukum fatwa 
tersebut di antaranya yaitu dalam realitas di masyarakat, anak hasil zina seringkali 
terlantar karena laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tidak bertanggung 
jawab untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, serta seringkali anak dianggap 
sebagai anak haram dan terdiskriminasi karena dalam akte kelahiran hanya 
dinisbatkan kepada ibu. Selain itu, terhadap masalah ini, Mahkamah Konsitusi 
dengan pertimbangannya memberikan perlindungan kepada anak dan memberikan 
hukuman atas laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk bertanggung 
jawab, menetapkan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang pada intinya 
mengatur kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan. dimana, anak 
tersebut dipandang mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 
ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan 
ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum 
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mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga 
ayahnya. 
Kemudian, terhadap putusan tersebut, menimbulkan keresahan 
masyarakat serta muncul pertanyaan mengenai kedudukan anak hasil zina, 
terutama terkait dengan hubungan nasab, waris, nafaqah dan wali nikah dari anak 
hasil zina dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya menurut hukum 
Islam. Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan masyarakat terkait dengan 
persoalan ini, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang kedudukan anak 
hasil zina dan perlakuan terhadapnya guna dijadikan pedoman.
76
 
Terhadap permasalahan di atas, paling tidak terdapat 6 (enam) ketentuan 
hukum yang menjadi hasil ketetapan fatwa MUI. Adapun hasil (isi) fatwa Majelis 
Ulama Indonesia di antaranya dinyatakan bahwa; 
1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan 
nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya; 
 
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan 
ibunya dan keluarga ibunya; 
 
3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang 
yang mengakibatkan kelahirannya; 
 
4. Pezina dikenakan hukuman ḥad oleh pihak yang berwenang, untuk 
kepentingan menjaga keturunan yang sah (hifzh al-nasl); 
 
5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta’zīr kepada lelaki pezina yang 
mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk: 
 
a. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut; 
b. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah; 
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6. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan 
untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang 
mengakibatk an kelahirannya.  
Keenam hasil putusan fatwa tersebut menjadi salah satu produk hukum 
Islam yang ada di Indonesia. Terkait dengan point nomor 5 fatwa Majelis Ulama 
Indonesia tersebut, dapat dipahami bahwa pemberian hukuman ta’zīr kepada 
lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan untuk 
mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut merupakan suatu hukuman atau sanksi 
tambahan yang dijatuhkan hakim (pemerintah) kepada laki-laki yang 
mengakibatkan kelahiran anak, di samping laki-laki tersebut juga dijatuhkan 
hukuman hak zina.  
Dalam hal ini, pemberian harta tersebut bukan sebagai pemenuhan hak-
hak anak, melainkan hanya sebatas pemenuhan atas dasar adanya sanksi yang 
telah ditetapkan. Karena, dalam kasus anak zina telah hilang hak-haknya selaku 
anak atas ayahnya.
77
 Demikian juga laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya 
tidak memiliki hak dan tanggung jawab sebagai ayah secara hukum (hukum 
Islam). Berawal dari hal itu, anak tersebut semestinya mendapatkan perlindungan 
hukum, salah satunya yaitu pemerintah membebankan kepada laki-laki pezina 
dalam bentuk hukuman ta’zīr untuk melengkapi segala kebutuhan anak serta 
ditetapkan juga hak harta melalui jalan wasiat wajibah, dan hal ini juga dilakukan 
dalam pemenuhan atas wewenang pemerintah dalam menghukum si pelaku zina. 
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Dalam hal ini, hukuman ta’zīr didefenisikan sebagai hukuman yang 
bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum 
ditetapkan oleh syara’.78 Sedangkan dalam fatwa tersebut, dinyatakan bahwa 
ta’zīr adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya 
diserahkan kepada ulil amri (pihak yang berwenang menetapkan hukuman).
79
 
Dengan demikian, hukuman ta’zīr pada prinsipnya diberlakukan bagi suatu 
perbuatan maksiat atau suatu kejahatan dimana sanksi hukumannya belum secara 
tegas dijelaskan dalam sumber hukum Islam, baik dalam alquran dan Hadiś 
Rasulullah.  
Dipahami juga dari isi putusan fatwa MUI di atas bahwa tidak menutup 
kemungkinan hukuman ta’zīr tersebut dijadikan sebagai hukuman tambahan yang 
diberikan oleh ulil amri kepada pelaku kejahatan, walaupun jenis hukuman pokok 
telah diatur sebelumnya dalam nash, seperti hukuman yang diberikan kepada 
lelaki pezina yang menyebabkan kelahiran anak untuk mengeluarkan sebagian 
hartanya melalui jalan wasiat wajibah dan mencukupi kebutuhan hidup yang 
diberikan kepada anak zinanya sebagai bentuk perlindungan, di samping adanya 
hukuman ḥad yang diberikan kepadanya. Namun demikian, isi fatwa tersebut 
masih perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap konsep hukuman yang terdapat 
dalam hukum pidana Islam, khususnya mengenai prosedur penjatuhan hukuman 
ta’zir terhadap seseorang. Adapun analisa kajian tersebut akan dibahas pada sub 
bab berikutnya (sub bab 3.4). 
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3.3. Metodologi Istimbat Hukum MUI Tehadap Penambahan Jarimah 
Ta’zīr Bagi Lelaki Pezina 
 
Jika dilihat dalam beberapa literatur dan kajian fikih terdahulu, belum 
dijelaskan ketentuan mengenai adanya dua kriteria hukuman yang dijatuhkan 
terhadap laki-laki pezina, apalagi kaitannya dengan ketentuan sanksi ta’zīr seperti 
dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut. Oleh karena itu, penambahan 
hukuman tersebut merupakan produk hukum yang sama sekali baru dan bersifat 
revolusioner. Namun demikian, penetapan sanksi ta’zīr bagi ayah zina dalam 
bentuk pemenuhan kebutuhan anak perlu dikaji lebih lajut. 
Dalam menetapkan fatwa terkait dengan Fatwa Nomor 11 tahun 2012, 
Majelis Ulama Indonesia menentukan beberapa sumber dan dalil hukum yang 
digunakan. Adapun penjelasan mengenai sumber hukum tersebut yang menjadi 
landasan fatwa MUI ialah sebagai berikut: 
1. Alquran. 
Alquran merupakan landasan, sumber dan rujukan utama mengenai 
masalah-masalah hukum dalam Islam. Begitu juga halnya dalam merumuskan 
sebuah fatwa keagamaan. Majelis ulama mengutip paling tidak ada tujuh ayat 
Alquran, di antaranya teradapat pada surat al-Furqan tentang nasab; 
                            . (ناقرفلا 
:٥٤) 
Artinya:  “dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan 
manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu 
Maha Kuasa”. (QS. Al-Furqan: 54) 
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Selain itu terdapat dalam surat al-Isra’ tentang larangan berbuat zina; 
                      . ( ءارسلاا:٣٢)  
Artinya:  “dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah 
suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Isra’: 
32) 
Selain ayat di atas, terdapat ayat lain yang dikutip Majelis Ulama 
Indonesia dalam menetapkan seseorang dilarang untuk melakukan perbuatan zina. 
Tepatnya yaitu pada surat al-Furqan ayat 68 hingga ayat 69. Inti dari ayat tersebut 
bahwa seseorang dilarang untuk melakukan perbuatan zina. Bagi pelaku yang 
melakukan perbuatan tersebut akan dikenakan hukuman dan azab dari Allah 
SWT. 
2. Hadiś 
Selain dalil Alquran di atas, terdapat rujukan dari Hadiś sebagai 
landasan kedua yang digunakan oleh ulama Indonesia dalam menetapkan 
kedudukan anak zina serta perlakuan terhadapnya. Di antaranya Hadiś yang 
diriwayatkan oleh Abu Daud tentang nasab anak; 
ِورْمَع  ْ َع   ْ  َحُ  َانَر َبْخَأ  َنوحُاا َ  حُ  ْ  حُي ِ  َ اَن َث َّي َ  بٍ ْر َ  حُ  ْ ير ز اَن َث َّي َ 
ًانَلَحُف  َّن ِ  َِّلل  َو حُسَا َا   َوا َ َف   حُ َا  َااَق  َواَق  ِ دِّي َ  ْ َع  ِ ِ َأ  ْ َع  بٍ  ْ َحُ   ِ  ْ 
 َ َّلَسَو  ِ َْلَع  حُ َّللا ىَّلَص  َِّللا  حُو حُسَا  َوا َ َف  َِّ ِل ِ اَْلْا  ِ  ِ دِّ حُ ِ   حُ ْر َاَع  ِ ْا 
 حُر ََْاا  ِر ِا َِْللَو  ِااَرِفِْلل  حُيَل َْلا  َِّ ِل ِاَْلْا  حُر َْأ  َ  َ َ  ِاَلَْس ِْاا  ِ  َ َْع َ  َلا   
  (  اوا   أ  وا )  
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Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, telah menceritakan 
kepada kami Yazid bin Harun, telah mengabarkan kepada kami Husain 
Al Mu'allim dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ia 
berkata; seorang laki-laki berdiri dan berkata; wahai Rasulullah, 
sesungguhnya Fulan adalah anakku. Aku berhubungan dengan ibunya 
pada masa jahiliyah. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata; 
tidak ada pengakuan dalam Islam, telah hilang urusan jahiliyah, anak 
mengikuti pemilik ranjang, dan orang yang berzina tidak mendapat 
apapun”. (HR. Abu Dawud) 
Selain itu, terdapat juga Hadiś yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu 
Daud, dimana intinya yaitu seseorang dilarang untuk melakukan perbuatan zina. 
bahwa tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya 
menyiram air (mani) nya ke tanaman orang lain (berzina). Dari beberapa 
ketentuan Hadiś di atas dapat dipahami bahwa perbuatan zina merupakan bagian 
dari larangan syara’. Sehingga bagi yang melakukannya akan dikenakan sanksi 
hukum ḥad. 
3. Qaidah Ushuliyyah 
Terdapat dua kaidah ushuliyyah digunakan oleh MUI dalam 
mengeluarkan fatwa yang dimaksudkan. Adapun kaidah tersebut ialah: 
  نع يهنلما  ا ف يضت   يهنلا    صلأا 
Artinya: “Pada dasarnya, di dalam larangan tentang sesuatu menuntut adanya 
rusaknya perbuatan yang terlarang tersebut”. 
صنلا  ا      اهت ا لا  
Artinya: “Tidak ada ijtihad di hadapan nash”. 
 
 ِ  ِ ِ 
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4. Qaidah Fiqhiyyah 
Selain sumber rujukan di atas, Majelis Ulama Indonesia, dalam 
menganalisa masalah tersebut juga menggunakan beberapa kaidah fiqhiyyah. Di 
antaranya yaitu: 
        ِ ََل َْمْلِا   حُ  ْحُ ن َ  ِ َِعَّرلا ىَلَع  ِاا َ ِْاا  حُ رُّر َ َ 
Artinya: “Kebijakan Imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada 
kemaslahatan”. 
 ْوَأ ِنَا َي َْف َ  ْ ََاا َ َ  ا َ ِ   ِاَك ْاِا  اًَر َ اَمحُهحُمَظْعَأ َيِعْوحُا ِناََر َ
اَمِهدِّفَخَأ 
Artinya:  “Apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling 
bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar dihindari 
dengan jalan melakukan perbuatan yang resiko bahayanya lebih kecil”. 
  ِناَك ْ ِْلاا ِاْي َ ِ  حُ َفْيحُ    حُاَرَّضلا 
Artinya: “Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin”. 
Di samping beberapa dalil landasan hukum MUI di atas, pada dasarnya 
masih banyak lagi dalil-dalil yang digunakan seperti ijma’ ulama, pendapat ulama 
dalam beberapa kitab fikih, serta beberapa ayat dan Hadiś lainnya. Namun 
demikian, dalil tersebut berkaitan dengan penetapan hak waris anak serta pertalian 
nasab anak dengan orang tuanya. 
Terhadap beberapa dalil yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia 
dalam memberlakukan jarimah ta’zīr terhadap lelaki pezina yang menyebabkan 
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kelahiran anak, sama sekali belum dibahas dalam fikih klasik. Bahkan, dalil-dalil 
yang digunakan secara umum hanya menyangkut larangan zina, serta dalil 
mengenai kedudukan nasab serta hak waris anak luar nikah/anak zina. Dari 
beberapa sumber hukum tersebut di atas, terlihat bahwa ayat alquran, Hadiś serta 
ijma’ ulama yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia dijadikan sebagai 
rujukan hukum atas tidak diakuinya keterikatan nasab anak zina serta segala 
konsekuensi dari hubungan nasab tersebut seperti warisan, perwalian dan nafkah 
dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya.  
Kaitannya dengan penambahan jarimah ta’zīr  bagi lelaki pezina yang 
menyebabkan kelahiran anak, Majelis Ulama Indonesia berpendapat bahwa untuk 
melindungi hak-hak anak luar nikah (anak zina) tidak dapat dilakukan dengan 
memberikan hubungan perdata kepada laki-laki yang membuahinya, melainkan 
dengan menjatuhkan ta’zīr atas laki-laki tersebut berupa kewajiban untuk 
mencukupi kebutuhan anak, serta memberikan harta setelah meninggal melalui 
jalan wasiat wajibah.
80
 Solusi hukum seperti ini dilakukan melalui putusan hakim, 
dengan tujuan demi kehidupan dan kemaslahatan anak. Hal ini tentunya 
berlandaskan pada beberapa kaidah-kaidah hukum di atas, salah satunya yaitu 
pemerintah berkewajiban untuk melindungi kemaslahatan rakyatnya, termasuk 
juga melindungi anak zina. Oleh karena itu, maka difatwakan agar pemerintah 
memberi hukuman ta’zīr kepada laki-laki pezina dengan mengeluarkan sebagian 
putusannya. 
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Poin putusan kelima fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang 
Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya. 
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Paling tidak, terdapat tiga metode istinbat hukum yang digunakan 
Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan hukuman ta’zīr bagi lelaki pezina 
yang menyebabkan kelahiran anak. Ketiga metide tersebut yaitu sebagai berikut:  
Pertama, MUI menggunakan beberapa dalil naṣ, baik alquran dan 
Hadiś, yaitu dengan melihat pada makna umum dari dalil-dalil yang telah 
disebutkan. Dimana, Islam melarang untuk berbuat zina, serta anak zina tidak 
menanggung beban terhadap perbuatan orang tuanya. Dan dalam realita 
masyarakat, anak tersebut mendapat perlakuan yang deiskriminatif. Sehingga, 
untuk melindungi hak-hak anak agar tetap terjaga dari kesia-siaan, maka laki-laki 
tersebut berkewajiban untuk memenuhi nafkah hidup anak serta memberikan 
harta wasiat. Ditegaskan kembali bahwa kewajiban yang dipikul oleh ayah zina 
tersebut bukan merupakan kewajiban syar’i, namun kewajiban dalam bentuk 
hukuman untuk dikerjakan, yaitu hukuman ta’zīr yang diberikan oleh pemerintah 
atau seorang hakim.  
Kedua, Majelis Ulama Indonesia juga melihat pada beberapa kaidah 
hukum, bahwa pemerintah—yang dalam hal ini selaku ulil amri/hakim—
mempunyai kewenangan dalam mengurus dan menyelesaikan setiap 
permasalahan masyarakat yang berada di wilayah hukum yang menjadi 
kewenangannya. Dalam kaidah fiqhiyyah, disebutkan bahwa kebijakan imam 
(pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan. Termasuk 
wewenang pemerintah adalah menetapkan sanksi ta’zīr. Menurut MUI, ta’zīr 
adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan 
kepada ulil amri (pihak yang berwenang menetapkan hukuman). Dalam hal ini, 
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pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta’zīr kepada lelaki pezina yang 
mengakibatkan lahirnya anak.
81
 
Ketiga, tergambar bahwa metode istinbat yang paling pokok dalam 
menetapkan sanksi ta’zīr tersebut adalah atas dasar kemaslahatan. Dimana, dalam 
beberapa kaidah yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia menunjukkan 
pada alasan untuk menghilangkan kemudharatan. Kemudharatan yang dimaksud 
adalah tertuju pada anak yang dihasilkan. Di antara kaidah yang berkaitan dengan 
konsep maṣlaḥah adalah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya yaitu sebagai 
berikut: 
  ِناَك ْ ِْلاا ِاْي َ ِ  حُ َفْيحُ    حُاَرَّضلا 
Artinya: “Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat 
mungkin”. 
Selain kaidah ini, dalam Islam dinyatakan bahwa menghindarkan 
mafsadat terhadap suatu perbuatan didahulukan atas mendatangkan maslahat.
82
 
Dari kaidah tersebut dipahami bahwa apabila orang tua anak (ayah zina) tidak 
diberikan hukuman ta’zīr dalam bentuk pemenuhaan kebutuhan anak, maka hal 
ini akan mendatangkan mudharat bagi anak. oleh karena itu, bertalian dengan 
metode kedua, bahwa pemerintah berwenang memberikan hukuman atas lelaki 
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Ketentuan umum fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang 
Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya. 
82 ِ ِلا ََمْلا  حُ ْل َ يَلَع   ا َّي َحُ   ِيِسافَمْلاحُءْا َ , artinya yaitu “menghindarkan mafsadat didahulukan 
atas mendatangkan maslahat”. Salah satu kaidan fikih yang digunakan Mejelis Ulama Indonesia 
terkait dengan fatwa Nomor 11 tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan 
Terhadapnya. 
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pezina yang menyebabkan kelahiran anak dengan pertimbangan kemaslahatan 
kehidupan anak. 
3.4. Tinjauan Fiqh Jinayat Terhadap Fatwa MUI Mengenai Penambahan 
Jarimah Bagi Lelaki Pezina 
 
Terkait dengan tinjauan fikih jinayah terhadap fatwa yang memberikan 
sanksi ta’zīr bagi lelaki pezina yang menyebabkan kelahiran anak dengan 
memenuhi kebutuhan anak yang dihasilkannya, tentu harus dikembalikan pada 
rujukan hukum utama (Alquran dan Sunnah) yang mengandung konsep umum 
pada kedua naṣ tersebut. Pada dasarnya, pemahaman konsep hukum (fikih) yang 
akan menghasilkan produk hukum pada suatu masalah, diukur melalui ada 
tidaknya dalil yang dapat dijadikan rujukan sekaligus pembenar, atau produk 
hukum atas suatu perbuatan hukum yang justru tidak dijumpai dalil terkait 
masalah yang dimaksudkan. 
Sejauh ini, belum ditemukan dalil-dalil yang pasti terhadap penambahan 
jarimah ta’zīr bagi pezina yang sudah terbukti perbuatannya. Dalam Islam, bagi 
para pezina yang telah terbukti kebenarannya, harus dikenakan hukuman ḥad. 
Dimana, hukuman ḥad ini disesuaikan dengan kondisi pelaku. Terhadap pelaku 
yang sama sekali belum menikah, maka hukuman ḥad nya yaitu dengan 
mencambuk/menjilid pelaku sebanyak seratus kali cambukan.
83
 Di samping itu, 
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Ketentuan tersebut sebagaimana telah dimuat dalam Alquran surat An-Nūr ayat 2. Dan 
ini telah menjadi kesepakan seluruh ulama mazhab 
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menurut pendapat jumhur ulama, pelaku juga dikenakan hukuman ḥad dengan 
mengasingkan kedua belah pihak selama satu tahun.
84
 
Namun, untuk pelaku zina dalam kategori telah/pernah melangsungkan 
pernikahan, maka akan dihukum dengan hukuman rajam. Hukuman yang 
demikian merupakan kesepakan ulama fikih, berikut dengan ulama-ulama 
lainnya. Akan tetapi, untuk jenis hukuman pertama, yaitu terhadap pengasingan 
yang dijatuhkan bagi pelaku zina yang belum menikah, sebagian ulama 
menyebutkannya sebagai hukuman ta’zīr, bukan sebagai hukuman ḥad itu sendiri. 
Oleh karena itu, pemerintah bisa saja memberlakukan hukuman pengasingan dan 
boleh juga tidak. Ini merupakan kewenangan yang dimiliki oleh seorang hakim.
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Ulama Hanafiyah memandang bahwa hukuman pengasingan tidak bisa 
ditambahkan kepada hukuman dera. Sebab Allah SWT menjadikan dera sebagai 
keseluruhan hukuman ḥad zina. Artinya, menurut mereka hukuman pengasingan 
bukan termasuk hukuman ḥad zina. Namun, menurut pendapat mayoritas ulama, 
seperti yang diwakili oleh Syafi’i dan Hambali, menyatakan bahwa kedua 
hukuman tersebut merupakan hukuman had dan diberlakukan secara sekaligus 
yang dilandasi dengan adanya petunjuk Hadiś Nabi yang menyatakan pelaku zina 
didera kemudian diasingkan selama setahun. Sementara itu, menurut Imam Malik 
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bahwa si laki-laki diasingkan selama setahun, sedangkan perempuan tidak 
diasingkan karena dikhawatirkan akan berzina lagi akibat pengasingan tersebut.
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Dari keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa pelaku zina hanya dapat 
diberikan hukuman ḥad, ini jika telah memenuhi segala persyaratan yang telah 
ditentukan. Dengan demikian, dalam fikih jinayah, bagi pelaku zina tidak 
diberikan hukuman yang lain semisal hukuman ta’zīr, apalagi hukuman ta’zīr 
dalam bentuk pemenuhan nafkah. Namun demikian, pelaku zina dapat dikenakan 
hukuman ta’zīr ketika dalam pembuktian perbuatannya, pelaku berikut dengan 
perbuatannya tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman ḥad.87 Artinya 
bahwa ketika syarat-syarat untuk dijatuhi hukuman ḥad tidak ada atau tidak 
terpenuhi—seperti syarat empat orang saksi, baligh dan berakal—maka hukuman 
hadnya tidak lagi berlaku, melainkan berpindah pada hukuman ta’zīr. 
Terkait dengan penambahan jarimah ta’zīr bagi laki-laki yang 
mengakibatkan kelahiran dengan memenuhi kebuthan hidup dan wasiat wajibah, 
hal ini merupakan bentuk hukum baru. Artinya, belum ditemukan rujukan 
hukumnya dalam fikih para ulama terdahulu. Dalam hal ini, kedudukan sanksi 
ta’zīr bagi ayah untuk memenuhi kebutuhan anak dan wasiat wajibah dapat dapat 
dilihat dari dua sisi. Pertama, jika hukuman tersebut dikaitkan dengan 
pemeliharaan dan perlindungan hukum atas anak yang dilakukan oleh pemerintah 
melalui harta orang tuanya, maka secara yuridis formal (peraturan perundang-
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undangan) dapat dibenarkan. Dengan alasan bahwa pemerintah seyogianya 
menjaga kemaslahatan masyarakatnya, termasuk menjaga dan melindungi anak-
anak yang notabene anak tersebut rentan sekali mendapat perlakuan deskriminatif 
dari pihak lain. 
Kedua, jika dilihat dari sudut pandang normatif hukum agama, maka 
penambahan hukuman tersebut agaknya tidak sesuai dengan konsep hukum 
pidana Islam. Alasannya yaitu setiap perbuatan kejahatan (termasuk zina) yang 
telah ditentukan hukumannya dalam Alquran dan Hadiś, maka hukumannya 
cukup dengan apa yang telah digariskan dalam dua sumber hukum tersebut, 
dengan syarat perbuatan tersebut benar-benar telah terbukti. Dalam kaitannya 
dengan Fatwa MUI, MUI menggabungkan antara hukuman had (cambuk atau 
rajam) dan hukuman ta’zir (memenuhi kebutuhan anak dan mewasiatkan harta 
melalui jalan wasiat wajibah), dan kedua hukuman tersebut wajib diberikan 
kepada pelaku zina. 
Tinjauan dari sisi lain, jika bentuk hukuman tersebut—maksudnya 
hukuman ta’zīr melalui penyaluran harta ayah kepada anak—dikaitkan dengan 
adanya anggapan bahwa ayah zina masih memiliki kewajiban syar’i, maka hal ini 
bertentangan dengan hukum Islam. Alasannya yaitu menurut hukum Islam—
tepatnya hukum keluarga Islam—ditentukan bahwa anak zina telah kehilangan 
hak-hak keperdataannya dengan laki-laki pezina yang menyebabkan kelahirannya. 
Begitu juga halnya berlaku bagi seorang lelaki pezina, dimana dia tidak lagi 
mendapatkan nasab (anak) berikut dengan hak dan kewajiban dengan anak yang 
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dihasilkannya, karena dengan alasan perbuatan maksiat yang mendahuluinya, 
yaitu berzina.
88
 
Bertalian dengan hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia memandang 
bahwa penetapan hukuman ta’zīr bagi ayah zina melalui pendistribusian harta 
melalui nafkah dan wasiat wajibah bukan karena ayah masih memiliki kewajiban 
syar’i, namun hanya sebatas bentuk hukuman yang dilimpahkan kepada 
hakim/ulil amri untuk menghukum laki-laki pezina (ayah zina). Oleh karena itu, 
dalam pandangan fikih jinayah, setiap langkah hukum yang diambil oleh seorang 
hakim dalam menetapkan hukuman berupa hukuman ta’zīr terhadap kejahatan 
hudud, dapat diakui oleh hukum, ketika kejahatan hudud yang dimaksudkan tidak 
memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman had.  
3.5. Analisis Terhadap Fatwa MUI 
Mengulang kembali pernyataan pada bab sebelumnya, bahwa dalam 
hukum pidana Islam, terdapat beberapa permasalahan/perbuatan yang dapat 
diberikan sanksi hukum. Secara umum, bentuk-bentuk kejahatan berikut dengan 
sanksi hukumnya telah dijelaskan secara ekplisit dalam alquran dan Hadiś. Dalam 
batasan-batasan tertentu, bentuk dan sanksi hukuman tersebut juga telah dikaji dan 
ditetapkan hukumnya oleh ulama-ulama fikih sebagai hasil ijtihad dari penjabaran 
hukum kedua naṣ tersebut. Diketahui bahwa dalam fikih jinayah, hukum-hukum 
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yang telah ditetapkan dalam naṣ —baik macam-macam dan bentuk sanksinya—
dikategorikan dalam bantuk hukuman ḥudūd (jarimah ḥudūd) dan qişāş. Selain 
itu, dalam fikih jinayah, telah diakui pula mengenai pensyariatan jarimah ta’zīr. 
Untuk jenis tindak pidana ta’zīr, hukum Islam memberikan kebebasan kepada 
hakim untuk memilih hukuman yang layak di antara sekumpulan bentuk hukuman 
yang ada. Dalam jenis ini, hukum Islam juga memberikan kebebasan kepada 
hakim untuk menentukan jumlah hukuman, menentukan berat hukuman, dan 
memperhatikan kondisi tindak pidana dan diri pelaku. 
Kaitannya dengan kedudukan hukum fatwa Mejlis Ulama Indonesia 
mengenai masalah penambahan jarimah ta’zīr bagi pelaku zina (lelaki pezina 
yang menyebabkan kelahiran anak), menurut penulis bahwa diberlakukannya 
hukuman ta’zīr tersebut merupakan salah satu produk hukum 
kekinian/kontemporer dalam wilayah hukum Islam di Indonesia. Status sanksi 
yang diberikan kepada lelaki pezina yang menyebabkan kelahiran anak masih 
harus dikaji lebih lanjut. Hal ini dilakukan mengingat tidak adanya dalil yang 
tegas atas penambahan dua macam hukuman atas pelaku zina, baik hukuman ḥad 
maupun hukuman ta’zīr. Namun demikian, menurut analisa penulis bahwa 
hukuman ta’zīr tidak bisa dijatuhkan kepada pelaku zina (lelaki pezina yang 
menyebabkan kelahiran anak) untuk memberikan sebagian harta terhadap anak 
yang dihasilkan. Karena, pada satu sisi pezina terbukti telah melakukan zina 
dengan adanya kelahiran anak, tentunya laki-laki tersebut wajib dihukum dengan 
hukuman had. Jika hukuman had bagi pelaku ditambah dengan hukuman ta’zir, 
maka hal ini tidak sejalan dengan konsep hukum pidana Islam. 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
 
4.1. Kesimpulan 
Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan mengenai gambaran 
hukum yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, serta telah dilakukan 
analisa terkait masalah yang dimaksudkan, maka dapat ditarik kesimpulan ke 
dalam beberapa rumusan hukum yang merujuk pada permasalahan-permasalahan 
yang diajukan dalam tulisan ini. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut: 
1. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa dalam Islam penetapan hukuman 
ta’zīr terhadap laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak harus memenuhi 
beberapa syarat. Di antara syarat tersebut yaitu terdapat syhubhat dalam 
pelakunya, perbuatannya, atau tempat (objeknya). Untuk itu, ketika syarat-
syarat tersebut telah terpenuhi, maka pelaku zina hanya dikenakan jenis 
hukuman ta’zir. Bagi pelaku zina yang telah cukup bukti untuk ditetapkan 
hukuman ḥad, maka sanksi yang dapat diberikan yaitu sanksi sebagaimana 
ketentuan yang terdapat dalam naṣ syara’, seperti dijilid/dicambuk sebanyak 
seratus kali dan diasingkan selama satu tahun untuk pelaku yang belum 
menikah (ghairu muḥṣān), serta sanksi rajam bagi pelaku zina yang 
telah/pernah menikah (muḥṣān). Ditentukan pula bahwa bagi pelaku zina yang 
telah cukup bukti untuk dikenakan had, tidak lagi ditambah dengan jenis 
hukuman ta’zir. Namun, jika syarat untuk dapat dijatuhi hukuman ḥad tidak 
terpenuhi, maka dapat beralih pada hukuman ta’zīr. 
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2. Secara umum, yang menjadi landasan pertimbangan hukum fatwa Majelis 
Ulama Indonesia terkait dengan fatwa Nomor 11 Tahun 2012 yaitu terdiri dari 
8 (delapan) landasan hukum, di antaranya yaitu alquran, hadits, ijma’ ulama, 
atsar sahabat, kaidah sad al-zari’ah, kaidah ushuliyyah, kaidah fiqhiyyah, serta 
beberapa pendapat ulama fikih. Namun, landasan hukum yang secara khusus 
mengenai penambahan jarimah ta’zīr bagi pelaku zina yaitu merujuk pada 
beberapa makna umum dari kaidah fiqhiyyah yang menyatakan pemerintah 
memiliki wewenang dalam menetapkan kebijakan dan kebijakan tersebut 
ditetapkan dengan pertimbangan kemaslahatan. MUI membolehkan 
pemerintah menetapkan hukuman ta’zīr terhadap laki-laki pezina semata-mata 
atas dasar petimbangan kemaslahatan anak, melindungi anak hasil zina dan 
mencegah terjadinya penelantaran, terutama dengan memberikan hukuman 
(ta’zīr) kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya. Penjatuhan hukuman ta’zīr bagi pelaku zina dalam fatwa 
MUI sebagai bagian dari hukuman tambahan, di samping pelaku juga wajib 
dikenakan hukuman had. 
3. Menurut Majelis Ulama Indonesia, pemerintah dapat dan berwenang 
memberikan hukuman tambahan dalam bentuk ta’zir bagi pelaku zina. Khusus 
bagi laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak, di samping ia dikenakan 
hukuman had—baik dicambuk dan diasingkan (ghairu muḥṣān), maupun 
dirajam (muḥṣān)—, ia juga dikenakan hukuman ta’zir secara bersamaan, 
dengan kriteria yaitu wajib memenuhi/mencukupi kebutuhan hidup anak 
tersebut, dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.  
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4.2. Saran 
Bertolak dari dua jawaban permasalahan di atas, berikut ini disampaikan 
beberapa saran, yaitu: 
1. Diharapkan bagi kalangan ahli hukum khusus yang membidangi hukum pidana 
Islam, mengkaji kembali permasalahan terkait dengan penambahan hukuman 
ta’zir bagi pelaku zina, dengan kategori ta’zir untuk memberikan harta melalui 
jalan wasiat wajibah berikut dengan pemenuhan kebutuhan anak yang 
dihasilkannya. Karena, dalam konsep hukum pidana Islam yang merujuk pada 
pendapat mayoritas ulama, tidak menyatakan pelaku zina harus dikenakan dua 
jenis hukuman sekaligus—had dan ta’zir, apalagi dengan kategori hukuman 
seperti telah dikemukakan. 
2. Sebaiknya materi hukum yang dimuat dalam fatwa tersebut dimasukkan ke 
dalam regulasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan, sehingga 
ketentuan tersebut lebih bersifat mengikat pemerintah dalam 
menyelenggarakan perlindungan terhadap anak zina. Di samping itu, produk 
hukum fatwa terkait dengan penambahan hukuman ḥad bagi pelaku zina 
didahulukan atas penambahan ta’zīr, karena hukuman ḥad merupakan bagian 
dari hukuman pokok pelaku zina.  
3. Sebaiknya penjelasan tentang kedudukan hukum anak zina seperti tergambar 
dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut disosialisasikan lebih lanjut 
baik melalui media maupun melalui buku sebagai salah satu rujukan bagi 
masyarakat dalam meminimalisir tindakan yang merusak moral. Di samping 
itu, dalam penetapan hukuman ta’zīr bagi pelaku zina dengan kewajiban 
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memenuhi kebutuhan hidup anak, harus didasari atas motivasi bahwa 
pemerintah memang memiliki kewenangan dalam menjaga kemaslahatan dan 
perlindungan terhadap anak, dan bukan motivasi atas adanya anggapan bahwa 
laki-laki pezina (ayah zina) masih memiliki tanggung jawab syar’i.  
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